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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF INFORMATION SYSTEM AND COMPUTERIZATION OF
INTEGRATED HAIJ IN THE RELIGIOUS KEMENTERIAN OFFICE
MALINAU DISTRICT

Mursal Noer BM
Mursalnoer76{@gmail.com

Graduate Studies Program
Indonesia Open University

Hajj is a national task involving various elements of ministries and organizational
elements. The Ministry of Religious Affairs has a primary obligation in imple-
menting the pilgrimage with the aim to improve the quality of pilgrim services.
Integrated Haj Information and Computerized Information System (SISKOHAT)
is a new form of change that is expected to manage the data of pilgrims optimatly.
With the launch of SISKOHAT Gen-2 on 3 April 2014 web-based with more so-
phisticated look and features, the scope covers SISKOHAT cores, switching with
BPS, Integration and Executive information systems, will further simplify and
speed up information services on positions and the status of pilgrims to the public
since the registration period. The development policy of SISKOHAT which is lin-
early with top down model is implemented at the Office of the Ministry of Reli-
gious Affairs of Malinau Regency with online and realtime system. As well as the
intensity of information media services both online and offline are also utilized in
optimizing services of Hajj pilgrimage. In this study, the implementation of SIS-
KOHAT at the Office of the Ministry of Religious Affairs of Malinau Regency is
a policy that must be applied in plenary with the analysis of the six variables of
Van Meter and Van Horn implementation model including: 1) Standard and Poli-
cy Objectives, 2) Resources, 3) Communication among Implementing Agency, 4)
Characteristics of Implementing Agent, 5) Social Environment, Economy and -
Politics, 6) Disposition Impiementor. Of the six variables mentioned above, three
of which are recommended for disempunakan are: 1) policy goals, in which the
policy of special Hajj registration that has not been accommodated in SISKOHAT
Gen-2. 2) Resources, there are still SISKOHAT Gen-2 application content that is
not understood by users / operators, and operator placement is not from IT back-
ground. 3) Communication between Organizations, real time which has become
an icon between SISKOHAT and BPS BPIH not yet running maximally, with in- -
dication still error of data entry hajj pilgrims candidate in BPS BPIH which en-
tered in database of SISKOHAT Regency / City other, and application of opening
blocking period expaired Hajj registration that has not been accommodated in the
SISKOHAT Gen-2 application.

Keywords: Implementation, SISKOHAT and Hajj Information Service
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ABSTRAK

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN KOMPUTERISASI HAJI
TERPADU PADA KANTOR KEMENTARIAN AGAMA
KABUPATEN MALINAU

Mursal Noer BM
Mursalnoer76(@gmail.com

Program Pasca Sarjana
Universitas Terbuka

Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah tugas nasional yang melibatkan berbagai
unsur kementerian dan elemen organisasi. Kementerian Agama mempunyai
kewajiban utama dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dengan tujuan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji. Sistem Informasi dan
Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) merupakan suatu bentuk perubahan
baru yang diharapkan dapat mengelola data jemaah haji secara optimal. Dengan
diluncurkannya SISKOHAT Gen-2 pada tanggal 3 April 2014 yang berbasis web
dengan tampilan dan fitur-fitur yang lebih canggih, serta cakupannya meliputi
core SISKOHAT, switching dengan BPS, Infegrasi dan Executive information
systems, akan lebih memudahkan dan mempercepat layanan informasi tentang
posisi dan status jemaah haji kepada publik sejak masa pendaftaran. Kebijakan
dibangunnya SISKOHAT yang secara [linier dengan model fop down
diimplementasikan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dengan
sistem online dan realtime.Serta intensifitas layanan media informasi baik online
maupun offline juga dimanfaatkan dalam optimalisasi pelayanan penyelenggaraan
ibadah haji. Dalam penelitian ini, Implementasi SISKOHAT pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah kebijakan yang harus diterapkan
secara paripurna dengan analisis enam variabel model implementasi Van Meter
dan Van Horn meliputi: 1) Standar dan Sasaran Kebijakan, 2) Sumberdaya, 3)
Komunikasi antar Badan Pelaksana, 4) Karakteristtk Agen Pelaksana, 5)
Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik, 6) Disposisi Implementor. Dari enam
variabel di atas, tiga diantaranya direkomendasikan untuk disempunakan yaitu: 1)
sasaran kebijakan, di mana kebijakan pendaftaran haji khusus yang belum

‘terakomodir dalam SISKOHAT Gen-2. 2) Sumberdaya, masih adanya content

aplikasi SISKOHAT Gen-2 yang belum dipahami oleh pengguna/operator, serta
penempatan operator bukan dari background IT. 3) Komunikasi antar Organisasi,
real time yang selama ini menjadi icon antara SISKOHAT dan BPS BPIH belum
berjalan maksimal, dengan indikasi masih adanya kesalahan enmfry data calon
jemaah haji di BPS BPIH yang masuk dalam database SISKOHAT
Kabupaten/Kota lain, serta aplikasi pembukaan blokir masa expaired pendaftaran
haji yang belum terakomodir dalam aplikasi SISKOHAT Gen-2.

Kata Kunci: Implementasi, SISKOHAT dan Layanan Informasi Hajt
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Deskripsi Objek Penelitian
1. Gambaran Umum _

Gambaran umum mengenai keadaan, 31tu351 dan kondisi yang ada di
objek penelitian ini sebagaimana diuraikan sebagai berikut |

Wilayah Kabupaten Malinau terletak antara 114°35'22" sampai dengém
116°50'55" Bujur Timur dan 1°21'36" sampai dengan 4°10'55” Lintang Utara.
Kabupaten Malinau merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang menjadi
bagian dari Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan UU nomor 20 Tahun
2012 Tanggal 16 November 2012. Seluruh wilayah Kabupaten Malinau
merupakan daratan dengan luas 40.088,41 km? sehingga menjadikan Malinau
sebagai Kabupaten terluas di Provinsi Kalimantan Utara. Menurut data Badan
Pusat Statistik Statistik pada Tahun 2016 bahwa penduduk Malinau
berjumlah 76.606 jiwa yang tersebar di 15 Kecamatan, dan 105 Kampung/
Desa. |

Secara administrasi, Kabupaten Malinau merupakan salah satu daerah
hasil pemekaran wilayah Kabupaten Bulungan berdasarkan Undang- Undang
Nomor 47 Tahun 1999 yang wilayahnya terletak di bagian utara Provinsi
Kalimantan Utara.

Kabupaten Malinau berbatasan iangs‘ung dengan Malaysia-Negara

Bagian Serawak di sebelah barat, sebelah utara dengan Kabupaten Nunukan,
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Locus utama penelitian ini adalah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2002
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kartor Wilayah Departemen Agama
Propinsi dan Kantor Departemcn Agama Kabupaten/Kota. Berdasarkan
Keputusan Menteri Agama No. 373 tersebut Ka;l_tor Departemen Agama
Kabupaten Malinau termasuk dalam Tipologi III E, serta disempurnakan
dengan PMA Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, adapun Tugas Pokok dan Fungsi
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah:

1) Perumusan Visi, Misi dan Kebijakan Teknis di bidang pelayanan dan
bimbingan kehidupan beragama masyarakat di daerah

2) Pembinaan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam, Kristen,
Katolik, Hindu, Buddha dan lainnya.

3) Pembinaan kerukunan hidup umat beragama.

4) Pelaksanaan hubungan dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan
lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Kementerian
Agama di Kabupaten
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau awal berdirinya be;lum

mempunyai sarana dan prasarana yang memadai seperti gedung sehingga

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau mengalami beberapa kali

perpindahan tempat.

Dalam menjalankan program kerja Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Malinau yang meliputi beberapa seksi berdasarkan Keputusan
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Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, salah satu diantaranya
adalah Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Sesuai arah dan tujuan dari
pe_:nelitian ini, maka secara khusus akan diuraikan gambaran umum, visi dan
misi, struktur orgam"sagi dan uraian tugas Seksi P;anyelenggaraan Haji dan
Umrah Kantor Kementéfian Agama Kabupaten Ma_linau-.

Secara umun, sel';lruh arah kebijakan program dan kegiatan
pemerintah, termasuk Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dimaksudkan untuk memenuhi
tuntutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2015-2019, yang di dalamnya menjelaskan mengenai berbagai
permasalahan, arah kebijakan, sasaran, tujuan, program dan kegiatan pokok
dari berbagai program pembangunan, termasuk pembangunan bidang
agama.

Untuk menjawab tuntutan RPJM Nasional 2015-2019, Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau secara terus menerus berupaya mengembangkan langkah-langkah
dan program strategik, serta berbagai kegiatan di bidang penjrelenggaraaﬁ
ibadah haji, baik dalam kaitannya dengan pelayanan pendaftaran haji,
pelayanan pembatalan pendafiaran haji, pelayanan penyelesaian dokumen
jemaah haji, pelayanan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji yang

semuanya diakomodir melalui SISKOHAT, serta pelayanan bimbingan,
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pembekalan dan pelatihan manasik bagi calon jemaah haji Kabupaten
Malinau.
. | Kedudukan

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai intansi pemerintah
pusat yang berada di bawah Kantor Kementerian Agama Kabupatgn
" Malinau, mempunyai k_ewajiban secara insta_xhsional untuk melM-
| -b_erbagai_ kebijakan sesuai tugas dan fungsi. | |
. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2012
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
pasal 721 ayat (2) huruf 1, bahwa susunan organisasi Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinan terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Pendidikan Islam;

c. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam,;

d. Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen;

e. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
f. Penyelenggara Katolik; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan susunan organisasi tersebut salah satunya adalah Seksi
Penyelenggara Haji dan Umrah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi
penyelenggaran ibadah haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,

Penyelenggara Haji dan Umrah menyelenggarakan fungsi:

1.

Melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan
dokumen, pembinaan, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji dan
pengelolaan keugngan haji di lingkungan Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, | ' |
Melakukan _penyiapan' bahan pelaksanaan peiayanan bimbingan teknis- |
pendaftaran, dan dokumen, pembinaan, akomodasi, transportaSi,'
perlengkapan haji, pengelolaan kéuangan haji di lingkungan Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data informamsi haji dan
umrah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

Memberikan informasi dan solusi terhadap permasalahan
penyelenggara haji dan umrah yang dikonsultasikan pada pemangku
kepentingan;

Mengarahkan dan mendistribusikan tugas bawahan di seksi
penyelenggara haji dan umrah;

Melaksanakan evaluasi kegiatan;

Menyusun dan melaporkan kegiatan penyelenggaraan haji dan umrah

kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia adalah salah satu fakior yang sangat penting

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi

pemerintah maupun perusahaan. Sumberdaya manusia juga merupakan

kunci yang menentukan perkembangan suatu organisasi, menjadi pemikir

dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi.
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Pada Tabel 4.2 dapat dilihat sumberdaya manusia pada Seksi
Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Kabupaten Malinau:

Tabel 4.2
Sumber Daya Manusia
TR | a
NO UNIT ORGANISAS] NON JUMLAH .
HITZY v/m PNS
PNS
01 Kcpala Kantor 1 = - - 1
02 Kasi Penyelengpgaraan Haji dan Umssh - 1 - - 1
03 Administrast Umum, perlengkapan dan R _ ! | 1
: keuangan haji
; 04 Pendaftaran, dokumentasi dan Operator . N _ 1 [ I
SISKOHAT : -
05 Akomodasi, Transportasi serta Pemb. Haji dan . _ i _ 1
Umrah s -

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maliﬁ&u(z 017)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Sumberdaya
manusia pada Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian
Apgama Kabupaten Malinau, dimana Kepala Kantor sebanyak 1 personil,
Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebanyak 1 (satu) personil
serta 1 personil selaku Operator SISKOHAT yang berasal dari tenaga honor
(Non PNS). 1 (satu) orang tenaga administrasi umum, perlengkapan dan
keuangan haji serta 1 (satu) orang tenaga Akomodasi, pengelola Barang
Milik Haji (BMH), Transportasi serta Pembinaan Haji dan Umrah adalah
pegawai Tata Usaha yang diperbantukan pada Penyelenggara Haji dan
Umrah.

Dengan jumlah pegawai yang terbatas dan banyak permasalaban
penyelenggaraan ibadah haji yang dihadapi tentu akan menjadi PR bagi
Desicion maker untuk memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia sehingga
penyelenggaraan ibadah haji dapat optimal. Oleh karena itu, secara
sederhana kekuatan sumberdaya manusia pada Seksi Penyelenggaraan Haji
dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dapat dilihat

pada bagan struktur organisasi seperti Gambar 4.2.
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Kepala Kantor
Kasi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah
* Adm Umum, .. Pendaftaran, Akomodasi/Transporta |
Perlengkapan dan ~ Dokumentasi dan ~ si serta Pembinaan
KuanganHaji | Operator SISKOHAT Haji dan Umrah

Sumber: PHU Kantor Kementerian Agama Kebupaten Malinau
Gambar 4.3
Struktur/Bagan Organisasi Penyelenggara Haiji dan Umrah
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

Visi dan Misi
1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh ke depan, ke mana dibawa atau
gambaran menantang tentang keadaan masa depan ke mana suatu
organisasi harus dibawa dan diarahkan agar secara konsisten dan tetap
eksis, antisitatif, inovatif serta produktif dan berisikan cita dan citra yang
ingin diwujudkan.

vist Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Malinau sebagai berikut :

VISI: “Optimal dalam layanan dan bimbingan penyelenggaraan ibadah haji
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau™

Untuk mencapai visi tersebut diperlukan pergerakan atau kegiatan
yang terencana dan berkesinambungan sampai pada tahun yang
ditentukan, dan itu semua dituangkan dalam bentuk misi,

2. Misi
Misi adalah kegiatan yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi

untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Untuk mewujudkan visi
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yang telah ditetapkan Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Malinau, maka ditetapkan misi sebagai

berikut :

a.

Optimalisasi pelayanan pendaftaran haji;

Pengelolaan data dokumen haji yang valid dan akurat;
Meningkatkan kualitas pembinaan haji;
Meningkatkan koordinasi lintas sektoral;

Menjalin kemitraan dengan instansi/organisasi terkait;
Meningkatkan kualitas sistem layanan informasi haji.

Kemudiandari misi besar tersebut dijabarkan ke dalam tujuan, adapun

tujuan yang ingin dicapai oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Malinau untuk Tahun 2017 adalah sebagaimana dibahas pada poin

berikutnya.

3. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 s/d 5 tahun dengan ukuran indikator input, outpur,

outcomes, benefits dan impact yang jelas. Tujuan yang ingin dicapai oleh

Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Malinau adalah :

a. Mewujudkan pelayanan yang prima pada penyelenggaraan haji dan

umrah melélui penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan

kualitas SDM yang profesional dan berbudaya.

b. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji yang profesional,

transparan dan akuntabel.
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B. Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian

a. Implentasi Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu Pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

Kementerian Agama sebagai sub sistem pemerintahan Republik
Indonesia mempunyai tugas melaksanakan sebagaian tugas pemerintah
di bidang agama. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Kementerian
Agama KaBﬁp‘atén Malinau. lebih banyak menitikberatkan pada
pelayanan terhadap masyarakat di bidang agama. Seiring dengan
perkembangan tuntutan pelayanan pada masyarakat yang semakin
komplek, perlu terus ditingkatkan kualitas kinerja pelayanan kepada
masyarakat. Baik buruknya pelayanan yang diberikan oleh Kementerian
Agama Kabupaten Malinau akan menentukan citra Kementerian Agama
di masyarékat, karena dengan semakin baiknya pelayanan, maka
kepuasaan dan kepercayaan akan dapat diwujudkan. Dalam penelitian
ini, variabel/model yang digunakan adalah model implementasi
kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn.

1) Standar dan Sasaran Kebijakan
Dalam hal pendaftaran ibadah haji melalui SISKOHAT Gen-2 atau
Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu yang
dioperasikan secara bersambung (online) dengan bank penerima
setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH), sehingga
bisa membgrikan pelayanan yang prima serta kepastian kepada
pendaftar calon jema’ah haji bahwa yang bersangkutan sudah sah

terdaftar sebagai calon haji dan di buktikan oleh bukti setoran BPIH
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yang dicetak secara otomatis oleh Bank Penerima Setoran (BPS),
pada saat itu calon jema’ah haji memperoleh nomor porsi dari
SISKOHAT Gen-2. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan pendataan
dan informasi dapat dilakukan dengan cepat, tepat, dan akurat, baik
untuk kepentingan manajemen, jemaah haji mavpun masyarakat.
Terkait _sé_saran kebijakan dijelaskan oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Maﬁqau,- sébagai berikut:

“Kalau yang saya ketahui bahwa sasaran kebijakan
dibangunnya/dibentuknya sistem informasi dan komputerisasi haji
terpadu (SISKOHAT) pada Kantor Kementerian Agama Kab.
Malinau adalah: | ‘

1. Agar calon jemaah haji dan masyarakat dapat memahami semua
kebijakan pemerintah yang ada kaitannya dengan pembinaan dan
penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dan di Arab Saudi.

2. Untuk memberikan pelayanan informasi haji kepada calon
Jemaah haji, jemaah haji dan masyarakat luas.

3. Untuk memberikan pelayanan informasi haji kepada masyarakat
secara profesional sehingga informasi dapat disampaikan secara
cepat, tepat dan akurat.

4. Untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan calon jemaah
haji dan masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji sehingga
tercipta jemaah haji yang berwawasan dan mandiri.

5. Agar calon jemaah haji dan masyarakat dapat mengakses baik
langsung ataupun tidak langsung semua data dan informasi
tentang perhajian. '

6. Agar calon jemaah haji dan masyarakat dapat mengetahui
program atau kegiatan yang sudah atau akan berlangsung
menyangkut proses persiapan haji di Indonesia dan di Arab
Saudi.

7. Untuk mengadakan pertukaran berita perhajian antar Pusat
Informasi haji yang ada di wilayah kota, wilayah provinsi dan
wilayah informasi pusat.

8. Sebagai bahan pengambil kebijakan bagi para pimpinan dan
sektor terkait untuk kelancaraan pembinaan haji.(Wawancara
dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
pada tanggal 6 Juli 2017).

Sistem informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT)

kini menjadi "jantung" bagi pelayanan jemaah haji, karena seluruh
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proses pengolahan data unfuk kepentingan baik pendaftaran,
pembatalan dan pelunasan bahkan pembuatan paspor, penerbangan
(pemberangkatan dan pemulangan), perbankan dan biodata calon
jemaah haji mengacu pada sistem komputer terpadu tersebut.

Kementerian Agama Republik Indonesia membuat aplikasi
pendaftaran calon jemaah haji menjeidi_ lebih mutakhir. Aplikasiﬁy’a
berbasis web.i S_ehingga SISKOHAT Gen-2 memungkinkan 'Direkt(')tat_‘
Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah terhubung dengan Bank
Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota secara online dan
realtime.

Terkait dengan penerapan SISKOHAT Gen-2 di Kantor
‘Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Kepala Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau memberi gambaran, sebagai berikut:

“Iya, itu menggunakan aplikasi yang sudah ada yang diberikan oleh
Kementerian Agama Pusat. Kementerian Agama kabupaten dan kota
seperti Kabupaten Malinau ini, sudah langsung menerima format
seluruhnya dari pusat. Kalau sekarang kita buka yang generasi
keduanya itu, sudah ada untuk monitoring haji reguler, di dalam
monitoring tersebut kita dapat melihat semua konten aplikasi.
Contohnya seperti daftar nama siapa saja yang sudah mendafiar,
siapa saja yang akan berangkat tahun berjalan dan tahun
berikutnya, siapa saja yang berhak melunasi pada tahun berjalan,
bahkan nama yang sudah berangkat pada tahun-tahun sebelumnya
dapat dilihat”. (Wawancara dengan Ka. Kemenag pada tanggal 6
Juli 2017).

Aplikasi peralatan teknologi informasi harus dioptimalkan, serta
sistem online sudah harus real time dengan pemanfaatan “grand
disaign” yang sudah terbangun dan juga akurasinya harus tepat.

Pengguna dalam melaksanakan pelayanan juga harus disertai dengan
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kemampuan manajemen waktu layanan dengan menggunakan standar
operasional dan prosedur yang jelas dan terarah.

Dalam rangka perbaikan pengelolaan di dalam suatu instansi atau
organisasi, diperlukan manajemen yang berperan sesuai kebutuhan dan
kemampuan mendorong setiap anggotannya. Di mana, di dalam
manajemen organisasi tersebut harus terdapat standart pelaksm
yang sering disebut dengan standar opérésional prosedur, Dalamrangka
pencapaian suatu tujuan dan hasil yang telah ditetapkan maka di dalam
organisasi diharapkan melakukan penerapan standar operasional
prosedur (SOP). Dimana standar operasional prosedur itu sendiri
merupakan pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas suatu
pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja berdasarkan indikator- .
indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja,
prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.
Standar operasional prosedur juga mendiskripsikan lebih rinci tentang
langkah-langkah yang harus dilakukan seseorang dalam alur kegiatan
tertentu dalam organisasi, tidak hanya berkaitan dengan tugas dan
tanggung jawab secara deskripsi dan mandiri, tetapi juga berhubungan
dengan fungsi-fungsi dari pelaksanaan tugas dalam hal pelayanan
kepada masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan
bahwa terdapat tiga langkah konkrit dalam pelayanan pendaftaran haji
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau yaitu 1) Kualitas
standar operasional prosedur tatacara pendaftaran haji; 2) Prosedur

layanan pendaftaran haji; dan 3) Mekanisme pelayanan calon jemaah
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haji lintas sektoral. Untuk mengetahui sejauhmana kualitas pelayanan
penerapan standar operasional prosedur pendaftaran haji pada Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, sebagaimana pada Tabel 4.4.

Tabel.4.4
Kualitas Penerapan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pendaftaran Haji
Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

co. PELAKSANA | MUTUBAKY
NO FEAATAN Petugas! R - i X '
Operntor | Cathaj KasiPHU BPSBPIH Kekagkapen | Waken Chapett Ket
1| { iskoh: Farmulir .
ugas] [te mbar formudis
[meayershkan formutir pendaftaranf § s pendaftaran  |Smenit |
bt haii diserahken kpd calhaj
? |Pendafear/ciha] mengisi  {ormullr ¢ -Deta diri Cathaj s menit Pangisian data calon
daftaran ) - !‘emaahha{!
3 [Petugas/Operator menginput dats [ - Komputer,
calha] kedal kohat, p il | [- printer, 10 menit Data Calha] terinpet
sidik jari dan pengambilan Photo -« Pinger print {kedalam $iskohat
dan Camera
& [Operater dan  CShe] memeriksa é_ O
kembali kealuratan data did sebelum |Akurasi data  [1menit  |Datacalha) lengkap
dicetak dan dupload
S & SPPH Tatui {SPFH 3 [br:
sistem [+ Printer 1 utk BPS BPIH
I Kertas Lmenit 2tk Kankemerag
3 ik calhal
6 [Kasl PHU menendatangani SPPH yang
[telah dicetak wweladul sistem J I _ {Calhaj telahterdafiar
H Pulpen 1menit 41 Xemenag
|PetugasfOperator mambubuhi
pel K ag pada SPPH dan! |Menyeratianspen
rienyerahken kepada cafhal. <9 jEmpel et k33 kpd Calha)
7 [calon Jemazh hajl menerima SPPH,
vang tetah dicetak melaid sister dan {ermbar 1 SPPH| T menit ::"“‘ "”;‘L
kembali ke rumah
8 |Petugas/operstor mengantar SPPH ke ok .
ik 1 .. [Tersampaikannya
¢S BeIH unituk dialukan <> sPPH ] DY
EPS BPIH Syarizh menginput data ata,
calbaf dan mencetzk fembar bukt! Komputer,  (1merit G0 “;e::a"’““"
Setoran Awal BRit Printer
10 [Petugas/Operator  menedima  bukt Buktisctoran [, . {Teahditesfma Berkas
1setoranawal BRI <> weal BRIH B2 Lanbar .13 dand
11 |Petugasfoperator menyerohicn buktt l Bkt setorzn [Teloh diserabkan Iambar
satoran awal BPIH kepada Calon LQ vl BPIH 2menit [t butd setoran awal
emazh Hafi BrIH
12 |Pengarsipan
pevmoy [temactarsin [smenit |F p“ﬁ;“""'

Sumber: Dokumen Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, 2016

Pada dasarnya setiap organisasi memiliki kebutuhan yang berbeda
antara organisasi lainnya dan secara otomatis kebutuhan akan standar
yang digunakan juga berbeda. Oleh karena itu, standar operasional
prosedur yang digunakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau sebagaimana pada tabel di atas menjadi pedoman yang dapat

digunakan untuk memandu anggota organisasi dalam melaksanakan




137
43360.pdf

kegiatan-kegiatan secara efektif dan efesien, agar mampu meningkatkan
daya saing dan kualitas layanan sehingga pencapaian manfaat-manfaat
teknis terkait penyelenggaraan ibadah haji bisa terlihat dengan jelas.
Sedangkan secara spesifik prosedur layanan pendaftaran haji di ruang
SISKOHAT sebagaimana terlihat pada Tabel 4.5.

. Tabel 4.5

Prosedur Layanan Pendaftaran Haji Melalui SISKOHAT. -
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

NO URAIAN CALHAI PETUGAS/OPE KASt PHU

RATOR
penyerahan dokumen persyaratan @
1 |pendaftaran haji

Pengisian Form pedafiaran untuk Q
2 |pengimputan data calon jemaah haji
melalui Sistem On Line
g |Pepgimputan data calon jemaah baji
melalui Sistem On Line (SISKOHATJ

4 |Pemeriksaan SPPH 04____]

5 |Pepngesahan SPPH 1

6 |Pengesahan dan Stempel SPPH Oé——j
7 [Pengambilan Foto Oe___

8 |Kembalike rumah &

9 |Pengarsipan \

Sumber: Dokumen Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, 201(;’

Pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, merupakan tujuan utama
bagi pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
melalui mekanisme yang telah ditetapkan sehingga memiliki dasar
dalam pelaksanaannya. Prosedur pelayanan pendaftaran haji khususnya
di ruang SISKOHAT Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

seperti pada tabel di atas telah berjalan dengan baik. Selain prosedur
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pelayanan pendaftaran di ruang SISKOHAT, juga telah diterapkan

mekanisme pelayanan jemaah haji lintas sektoral seperti pada Tabel 4.6

Tabel 4.6
Mekanisme Pelayanan Calon Jemaah Haji Lintas Sektoral
PETUGAS/OPE
NO URAIAN CALHAI RATOR KASIPHY |BPSBPIH  [PUSKESMAS
1 [Calon Hzji Memiuka Tabugan HafiGiBPS BPIH |~ __
R

2 |Pevgecekan dan Pengawbitm Golongan Darah
3 ... . .7 B
4 [Petugas/Operetor Stkotiat Menyerahian Formuie

pendafizran kepoda Cekom b Q
5 | Penafiar/Calkj mengis rmuf pendafiarm dam %

pengambib sidik jari serta pengambibn foto.

L

K ast PHU menandatangani SPPH yang telh dicetak
mekihd sivtern

Calon jemash hafi meerima SPPH yang tebh dicetak
melahr skstem dan kngsang puking ke mmah,

<+

-

Petugas mengantar SPPH ke BPS BPIH

BPS BPIH Mencetzk Setoran Awal BPIH dzn
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l Selesai l

Sumber: Dokumen Seksi PHU Kantor Kementerion Agama Kabupaten Malinau, 2016

Seperti diketahui bahwa leading sektor penyelenggaraan ibadah

haji adalah Kementerian Agama, namun dari sisi pelayanan di tingkat

daerah khususnya di Kabupaten Malinau keterlibatan stakeholder

seperti bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji

(BPS BPIH) memiliki hubungan kerja yang erat dengan Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Karena sebelum calon

jemaah haji melakukan pendaftaran melalui SOSKOHAT Gen-2 di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, terlebih dahulu
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membuka tabungan dan melakukan setoran awal Dbiaya
penyelenggaraan ibadah haji di bank yang telah ditetapkan oleh
pemerintah sebagai BPS BPIH untuk memperoleh lembar bukti
setoran awal dan nomor validasi.

Suatu organisasi sudah pasti memiliki banyak sekali kegiatan-
kegiatan yang beragam, mulai dari -produksi, pelayanan sampa1
kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan oleh ‘(_)rga'nisasi_ untuk inencapai :
tyjuannya. Semua fungsi kegiatan ;tersebut, dilaksanakan oleh
organisasi agar tetap eksis dan mampu meningkatkan kinerja organisasi
dalam persaingan yang semakin ketat. Seperti halnya, dalam organisasi
laba, eksistensinya sangat ditentukan dengan kemampuan menghadapi
persaingan dalam mencapai keuntungan, sedangkan untuk organisasi
lain yang tidak bertujuan mencapai laba, eksistensinya ditentukan
dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada umum dan juga
khalayak yang membutuhkan seperti halnya Kementerian Agama
Kabupaten Malinan yang merupakan Penyelenggara Ibadah Haji di
tingkat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab atas segala bentuk
kegiatan bahkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
khususnya jema'ah haii.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan segala bentuk kegiatan
pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan,
pelayanan, perlindungan jema'ah haji yang diselenggarakan oleh
pemerintah. Pemerintah dalam bhal ini yang dimaksud adalah

Kementerian Agama Kabupaten Malinau bertanggung jawab
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sepenuhnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, baik
mulai pendaftaran, Pembatalan pendaftaran, penyelesaian dokumen haji
dan pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sampai
dengan pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi maupun saat pemulangan
jema'ah haji. ngua kegiatan tersebut memerlukan suatu mekanisme
atau pr_oéed.u}_'-t_ertentu sehingga kegiatan dapat terarah, terukur dan
_dapat diperta;_lggmg jawabkan. Beri_kut kutipan wawancara kanu
dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau:

“Oh iya, sayva yakin bahwa standar operasional prosedur sangat
diperlukan dalam hal pelayanan pendaftaran haji. Hal ini
dikarenakan bahwa tujuan utama diperlukannya SOP adalah untuk
mempermudah setiap proses kerja dan meminimalisir adanya
kesalahan dalam setiap pekerjannya. Seperti Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau memiliki tujuan untuk menjamin
kelancaran terlaksananya setiap proses kegiatan penyelenggaraan
ibadah haji dan untuk membantu memudahkan masyarakat dalam
proses pendaftaran ibadah haji agar berjalan dengan efektif dan
efisien”. (wawancara dengan Kepala Kantor Kemenag pada tanggal
6 Juli 2017).

Hal senada disampaikan oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji
dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau bahwa:
"Kementerian Agama Kabupaten Malinau bertanggung jawab
sepenuhnya terhadap pelaksanaan pelayanan pendaftaran jema'ah
haji, bimbingan manasik haji dan semua yang berhubungan dengan
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten Malinau
dengan berpedoman pada standar operasional prosedur”
(Wawancara dengan Ka. Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah pada
tanggal 6 Juli 2017).
Sebagai penanggung jawab atas kelancaran dan kepuasan
masyarakat dalam menjalankan ibadah haji, pemerintah menyiapkan
segala kebutuhan dan perlengkapan dalam melakukan pelayanan

kepada masyarakat dengan penuh perbaikan dari mulai prosedur
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pendaftaran, bimbingan kepada jema'ah haji, pelayanan akomodasi,
tranportasi, kesehatan, konsumsi maupun pemondokan. Hal ini
dilakukan karena semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik
kepada calon jema'ah haji.

Dalam memberikan pelayanan kepada calqn jema'ah haji, semua
penetapan kegiatan yang dilakukan | dalam organisasi, Ka;_n'tof
Kementerian Agafn& Kabupaten Malinau melakukan suatu tindakan
berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena
pada dasarnya kebijakan digunakan sebagai peraturan yang tidak bisa
diubah oleh organisasi, tetapi harus digunakan sebagai sumber atau
landasan penyusunan dan penerapan prosedur tertentu. Setiap
organisasi tidak berhak untuk mengubah kebijakan-kebijakan tersebut
secara langsung, Akan tetapi setiap kebijakan yang apabila dinilai oleh
publik dianggap rumit seperti pendaftaran calon jemaah haji yang
sampai empat kali bolak balik antara BPS BPIH ke Kantor Kementerian
Agama, kemuadian ke BPS BPIH, selanjutn&a ke Kantor Kementerian
Agama dan terakhir ke BPS BPIH.

Terkait dengan proses pendafiaran haji saat ini berjalan di mana
sekali ke bank dan sekali ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
menyatakan:

“Sebagaimana dimaklumi bahwa prosedur pendafiaran haji yang
berjalan sekarang ini dirasakan oleh masyarakat sangat rumit sekali
dan tidak efektif Pendafiar calon haji harus bolak balik ke BPS
BPIH, Kankemenag Kabupaten Malinau, BPS BPIH dan kembali

lagi ke Kankemenag Kabupaten Malinau. Dan Alhamdulillah
dengan diterapkannya penyederhanaan prosedur sejak pertengahan




142
43360.pdf

Tahun 2016 sampai dengan sekarang prosedur pendaftaran haji
yang hanya satu kali ke BPS BPIH untuk melakukan penyetoran
biaya penyelenggaraan ibadah haji dan mendapatkan nomor
validasi, selanjutnya menuju ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau untuk melakukan pendaftaran haji dan
mendapatkan nomor porsi yang telah cetak melalui SISKOHAT, jika
maka proses pelayanan berjalan lancar saya yakin masyarakat juga
akan menjadi puas”. (Wawancara dengan Ka. Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau pada tanggal 10 Juli 2017).

Sementara its, Calon haji 1 yang sudah mendaftar, ketlka kami
mengajukan pertanyaan apakah saudara tﬁéngenal apa itu SISKOHAT‘? :
mengatakan bahﬁa:

“Iya, menurut informasi bahwa SISKOHAT adalah sistem
pendafiaran haji secara online”. Kalau selesai menabung di bank
kita langsung ke Kantor kemenag untuk mendafiar dan langsung
dikirim ke pusat dengan menggunakan teknologi informasi kata
petugas tempat kami mendaftar”.(Wawancara dengan calon haji 1
pada tanggal 11 Juli 2017) '

Peranan teknologi informasi memang sangat penting dalam
menunjang tercapainya tujuan peningkatan pelayanan. Dengan
terciptanya sebuah sistem yang terintegrasi yang mengakomodir proses
layanan pada Kementerian Agama, maka akan berdampak pada aspek-
aspek antara lain akurasi data, icoordinasi, efektivitas kerja, konsistensi
proses dan data, kemudahan dalam integrasi dengan pihak-pihak di luar
Kementerian Agama, tetapi masih dalam kaitan dengan pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji antara lain bank, penerbangan, imigrasi
dan kedutaan Arab Saudi.

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji, dimaksudkan agar penyelenggaraan haji
dapat berjalan aman, tertib dan lancar dengan menjunjung tinggi asas

keadilan, profesionalitas dan akuntabilitas perlunya penyempurnaan
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sistem dan manajemen penyelenggaraan ibadah haji secara terus
menerus. Salah satu upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan yang
profesional  diperlukan  penyempurnaan  sistem  rekrutmen
petugas/oprator yang sesuai dengan keilmuannya sehingga dalam
penyampaian informasi kepada publik benar-benar dapat dipertanggimg
Jawabkan Terkmt sosialisasi SISKOHAT yang dﬂakukan, Kepala‘
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malmau, mengatakan:

“Iya, sudah kami sosialisasikan, jemaah seharusnya tidak usah
bingung-bingung, tinggal buka website Kementerian Agama, bahkan
ada yang terbaru yaitu dengan menggunakan “aplikasi haji pintar”,
dan disitu bisa di cek tahun berapa berangkat dengan memasukkan
nomor porsi yang telah diberikan. Untuk sosialisasi, kita sudah
melakukannya pak, yaitu melalui web kemenag, brosur-brosur yang
kita sebar ke beberapa tempat seperti Puskesmas dan BPS BPIH.
Hanya saja terkadang ada jemaah haji yang belum merasa puas
dan ingin bertanya langsung kepada Kementerian Agama, atau
karena masih ada jemaah yang belum mengerti cara menggunakan
internet. Perlu diketahui bahwa para pendaftar haji rata-rata
umumnya adalah masyarakat petani, pedagang yang umurnya di
atas 30 tahun yang tiap harinya berkecimpung di dunia dan
pekerjaan yang mereka geluti. Makanya masih banyak jemaah yang
datang ke Kantor Kemenag hanya untuk mengetahui tahun berapa
mereka akan berangkat. Setelah kami berikan penjelasan dan
petugas/operator memasukkan nomor porsi pada komponen
informasi cek keberangkatan pada SISKOHAT, dan melihat tahun
keberangkatannya baru mereka merasa puas.” (wawancara dengan
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, pada
tanggal 24 Juli 2017).

SISKOHAT kini menjadi "urat nadi" bagi pelayanan jemaah haji,
karena seluruh proses pengolahan data untuk kepentingan pembuatan
paspor, penerbangan pemberangkataﬁ dan pemulangan, perbankan dan
biodata calon jemaah haji mengacu kepada sistem komputer terpadu.

Sistem switching di SISKOHAT, data bisa diketahui secara real time.
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Kalau dahulu cuma gelondongan saja, itu pua jika diminta BPS BPIH
melaporkannya membutuhkan waktu lama.,

Terkait dengan Pengembangan SISKOHAT, sudah saatnya momen
tersebut dijadikan untuk memperbaiki sistem pelayanan. Pelayanan
kepada jemaah harus lebih efisien. Prosedur pendaftaran yang terlalu
panjang perlu dipangkas dan menjamin akan kepastian pemberangkatan
bagi para jemaah dari tanah air ke tanah suci. | |

Nomor porsi yang sudah masuk ke SISKOHAT sebetulnya
merupakan password atau identity card (kartu identitas) bagi jemaah
haji. Sebab, dengan mengetahui nomor porsi tersebut, seseorang dapat
diketahui kapan harus berangkat dan kembali dari menunaikan ibadah
haji. Dengan infrastruktur SISKOHAT yang sudah maju, sehingga
memudahkan petugas/pelaksana dalam melakukan pelayanan kepada
masyarakat.

Dalam hal infrastruktur SISKOHAT yang dimiliki oleh Kantor
Kementerian Agama saat ini, Kepala Kantor Kementerian Kabupaten
Malinau, mengungkapkan:

“Jadi sebagaimana kita ketahui, wjung tombak pelayanan
pendaftaran  haji di Kabupaten Malinau adalah di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, yang saat ini telah
memiliki jaringan online sistem informasi dan komputerisasi haji
terpadu (SISKOHAT) yang didukung oleh sumberdaya manusia
seperti petugas pelayanan pendaftaran. Dari sisi regulasi, acuan
kami adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
penyelenggaraan ibadah haji, sedangkan pedoman operasionalnya
mengacu kepada pasal-pasal yang tercantum dalam keputusan
Menteri Agama dan Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan
Umrah. Silahkan nanti berhubungan dengan Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah untuk mendapatkan peraturan-peraturan tersebut”.

(Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama pada
tanggal 25 Juli 2017)
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Dari sisi pelayanan, tanpa ditunjang dengan fasilitas, perangkat dan
kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang memadai tak akan bisa
tercapai sesuai harapan. Jadi, “ketiga elemen itu sangat penting”.
Karena impian setiap pelaksana pelayanan dan publik yang menerima
pelayanan imfactnya adalah kepuasan.  Karena sempurnanya
SISKOHAT dapat inepjadi- penyangg'a berhasil suatu sistem pélz_tyanan
yang dibangun, séhihg'ga data bisa dijadikan acuan untuk pengambﬂ;n
keputusan, peningkatan sumberdaya manusia, informasi teknologi dan
prosedurnya.

Berangkat dari uraian di atas, maka diperoleh hasil bahwa dari sisi
standar operasional prosedur yang digunakan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau melalui SISKOHAT Gen-2 telah berjalan
dengan baik, namun dari sasaran kebijakan dibangunnya SISKOHAT
Ge-2 masih ditemukan adanya aplikasi yang belum mengakomodir hak-
hak dan kepentingan masyarakat dalam sistem aplikasi SISKOHAT
yaitu aplikasi sistem pendaftaran haji khusus.

2) Sumberdaya

Sumberdaya memiliki peranan penting dalam implementasi
kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan
dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian
ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana
kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan
kurang mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan secara

efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.
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Sumberdaya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat

digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan

SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau saat

wawancara menjelasakan bahwa sumberdaya dalam mendukung

penerapaﬂ SISKOHAT mencakup sumberdaya manusia (staff), fasi_li_tés,

informasi dan ke;wénangan- sebagaimana terinci berikut ini:

1)

2)

3)

Sumberdaya Manusia (Staff), Implementasi kebijakan tidak
akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya
manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas
sumberdaya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi,
profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan
kuatitas berkaitan dengan jumlah sumberdaya manusia apakah
sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.
Sumberdaya  manusia  sangat  berpengaruh  terhadap
keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia
yang kehandalan sumberdaya manusia, implementasi kebijakan
akan berjalan lambat.

Fasilitas (facility), Fasilitas atau sarana dan prasarana
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam
implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak, seperti
Gedung, ruangan, dan peralatan SISKOHAT. jika dilihat
secara fisik peralatan yang digunakan dalan Sistem informasi
dan komputerisasi haji terpadu (siskohat) saya rasa sudah
cukup memadai, dimana komputer dengan segala perangkatnya
sebagai alat utama dalam pengoperasian pelayanan kepada
calon jemaah haji telah tersedia dengan baik.

Informasi (Information), Terkait dengan informasi, juga
menjadi faktor penting dalam pelayanan penyelenggaraan
ibadah haji, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait
bagaimana mengimplementasikan SISKOHAT sebagai suatu
kebijakan, yang secara struktural sampai pada tingkat kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau. (Wawancara dengan
Kakan Kemenag pada tanggal 2 Agustus 2017).

Penjelasan tersebut di atas diperkuat oleh Kepala Seksi

Penyelengaraan Haji dan Umrah, Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Malinau bahwa:
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“Kementerian Agama dalam melayani masyarakat harus tetap
stanby baik sumberdaya manusia (SDM) nya maupun sarana dan
prasarana pendukung seperti dalam melayani masyarakat atau
calon jamaah haji, dimana sarana pendukung sangat berfungsi
sekali seperti aplikasi dan database, dalam pengelolaan data
jamaah haji untuk layanan haji diupayakan tetap dalam keadaan
baik. Sehingga penggunaan dua system SISKOHAT yaitu
Kankemenag Online dan SISKOHAT Gen-2 pada intinya sama
namun pada SISKOHAT Gen-2 ini lebih praktis karena salah satu
kelebihannya dapat menggunakan PC maupun Laptop, Sistem
SISKOHAT Gen-2 lebih baik karena dapat digunakan bila.
perangkat atau jaringan KKO mengalamz masalah, adapun alamat
aksesnya http://10.100.88.48/SISKOHAT. Yang perlu drperhatzkan
oleh Operator SISKOHAT bagi calon jamaah haji yang akan
mendaptarkan diri adalah nama di SPPH dan Buku Tabungannya
harus sama, demikian juga dalam pengambilan gambar wajah
harus  benar-benar  memperhatikan  pencahayaan,  posisi
pengambilan gambar wajah dan banyak hal lainnya”.
(Wawancara dengan Kasi PHU pada tanggal 2 Agustus 2017).

Kementerian Agama Kabupaten Malinau telah memberikan
pelayanan secara maksimal terhadap jamaah haji Kabupaten Malinau
sesuai dengan beberapa makna pelayanan yaitu Self Awareness and Self
Esteem, para pegawai di Kementerian Agama Kabupaten Malinau telah
menanamkan kesadaran diri bahwa melayani merupakan bagian dari
misi seorang muslim dan karenanya harus selalu menjaga martabat diri
sendiri (pegawai Kementerian Agama Kabupaten Malinau) dan orang
lain (jemaah haji). Empathy and Enthusiasm, para pegawai melakukan
empati dan melayani jemaah haji dengan penuh gairah.

Sikap yang penuh antusias yang diberikan oleh para pegawai
memberikan efek batin bagi pegawai sendiri dan jemaah haji yang
dilayani. Reform and Recorder, para pegawai berusaha untuk lebih baik
dan lebih baik lagi, dan selalu memperbaiki dengan cepat setiap ada

keluhan atau sesuatu yang bisa merusak pelayanan. Victory and Vision,
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para pegawai mampu merebut hati para jemaah. Impressive and
Improvement, para pegawai memberikan pelayanan yang mengesankan
dan berusaha selalu untuk meningkatkan perbaikan pelayanan. Care,
Cooperativeness, and Communication, para pegawai menunjukan

perhatian yang sangat mendalam terhadap jemaah dan mampu
mengembangkan " nilai-nilai  yang mampu membuka kczfjasa_n_ia,,'r
komunikasi _sebég;ii jembatan emas uﬁﬁikmenumbhhkan _sincrgi-dan
keterbukaan. Evaluation and Empowerment, para pegawal selalu
melakukan penilaian, perenungan, dan mengupayakan pemberdayaan
aset yang ada, sehingga dalam pelayanan terhadap calon jemaah haji
baik yang melakukan pendaftaran, pembatalan, dan pelunasan dapat
dilaksanakan secara optimal. Sehubungan kemampuan dan sikap
pelayanan yang diberikan oleh petugas/operator di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau.

Mengenai respon masyarakat terhadap kesesuvaian antara
kemampuan petugas dengan tugas dan fungsinya dalam melayani calon
jemaah haji, calon haji 2 mengatakan:

“Alhamdulillah, sejak kami mendaftar haji sampai dengan

keberangkatan ini, pelayanan yang diberikan oleh petugas

operator Siskohat Kantor Kementerian Agama Kabupaten

Malinau, cukup dibilang bagus, karena mulai saya mendafiar saya

telah dibimbing dan diberi informasi tentang tahun keberangkatan

saya, sehingga saya dapat mempersiapkan diri untuk
keberangkatan saya. Petugas juga selalu mengingatkan bahwa
untuk memudahkan dan tidak kaget pada saat pelunasan saya
diminta untuk menyetorkan tambahan BPIH saya di rekening, nah
pada saat pelunasan tidak repot mencari uang untuk pelunasan
karena sudah cukup apa yang ada dalam tabungan hgji saya, yang
jelas pak, kalau seluruh calon jemaah haji menerima petunjuk

tersebut saya yakin pelunasan berjalan lancar”. (Wawancara
dengan Calon haji 2 pada tanggal 2 Agustus 2017).
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Ibadah haji memerlukan berbagai persiapan yang tidak boleh
dianggap enteng, mulai dari persiapan fisik dan mental, hingga
persiapan secara finansial. Untuk itu, wajib hukumnya bagi masyarakat
untuk mengetahui secara pasti apa saja prosedur pendaftaran haji
sebelum melangkahkan kaki untuk mendaftarkan diri sebagai calon haji
untuk beberapzi tahun yang akan datang. |

Pada dasarnya,v_penyelenggaraan ibadah haji menganut prinsip ya'ng.
mengutamakan kepentingan dan kebutuhan para jemaah, serta
memberikan pelayanan yang adil, efektif, aman, dan profesional. Ibadah
haji di Indonesia diselenggarakan berdasarkan dua kategori, yakni
ibadah haji reguler dan ibadah haji khusus. Dalam penelitian ini dibatasi
pada penyelenggaraan ibadah haji reguler yang dikelola langsung oleh
pemerintah melalui Kementerian Agama, yang secara spesifik alur atau
prosedur pendaftaran haji serta persyaratan pendaftaran haji dijelaskan
oleh operator SISKOHAT Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau, sebagai berikut:

“Ketika kita bebicara tentang alur atau prosedur serta persyaratan

pendaftaran haji, untuk saat ini kita harus berpedoman pada

Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 Tentang

Perubahan atas PMA Nomor 14 Tahun 2012 Tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, dimana pendaftaran haji

dilakukan melalui prosedur yang sudah ditetapkan”. (Wawancara

dengan Kasi PHU pada tanggal 2 Agustus 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa prosedur dan persyaratan
pendaftaran haji terlihat dengan jelas sesuai Pasal 7 ayat (1) yakni:

a. Jemaah haji melakukan transfer ke rekening Menteri Agama sebesar

setoran awal;
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b. BPS BPIH menerbitkan bukti aplikasi transfer BPIH;

c. BPS BPIH menerbitkan bukti setoran awal BPIH sebanyak 5 (lima)
lembar dengan rincian sebagai berikut : (1) Lembar pertama ber-
materai untuk calon jamaah haji; (2) Lembar ke dua untuk BPS
BPIH; (3) Lembar ke tiga untuk Kantor Kgr_nenterian Agama:
Kab./Kota; (4) Lembar ke empat untuk Kanfd'rl Wilayah Kementé;i;n - |
Agama Provinsi; dan. (5) Lembar ke l_iin.a' untuk Direktorat Jenderal -
Penyelenggaraan Haji dan Umrah,

d. Bukti setoran awal BPIH sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib
mencantumkan nomor validasi, ditanda tangani dan dibubuhi
stempel BPS BPIH, serta masing-masing diberi pas foto 3 x 4 cm;

e. BPS BPIH wajib menyerahkan lembar ke tiga, ke empat dan ke lima
bukti setoran awal BPIH ke Kantor Kementerian Agama Kabupat-
en/Kota paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pembayaran setoran
awal BPIH;

f. Jemaah haji yang bersangkutan wajib menyerahkan persyaratan pen-
daftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan bukti ap-
likasi transfer asli BPIH serta bukti setoran awal BPIH kepada petu-
gas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk diverifikasi
kelengkapannya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pem-
bayaran setoran awal BPIH, dan apabila lewat dari batas waktu yang
ditetapkan maka diangéap expired/Kadaluarsa.

g. Jemaah haji mengisi formulir pendaftaran haji berupa Surat Pen-

daftran Pergi Haji (SPPH) dan menyerahkan kepada petugas Kantor
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Sedangkan persyaratan pendaftaran haji reguler adalah sebagai
berikut: 1) Beragama Islam; 2} Berusia minimal 12 tahun pada saat
mendaftar; 3) Memiliki KTP yang sah masih berlaku sesuai dengan
domisili atau bukti identitas lain yang sah; 4) Memiliki Kartu Keluar-
ga; 5) Memiliki akte kelahiran/surat kenﬂ lahir/kutipan akta nikah/
ijazab; 6) Memiliki tabungan atas nama jemaah yang bersz{n_gkp@ -
pada BPS BPIH. ' |

SISKOHAT Gen-2 dalam perkembangannya merupakan salah
satu sisi penting yang memberikan citra baik dalam pelayanan ibadah
haji karena menentukan validitas data pendaftar haji. Oleh karena itu
dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan ijbadah baji pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, SISKOHAT Gen-2
sebagai leading sektor penyelenggaraan ibadah haji di daerah pastinya
akan selalu menghadapi berbagai masalah, karena merupakan langkah
awal dari pelaksanaan ibadah haji. SISKOHAT Gen-2 yang digunakan
dalam proses pelayanan pendaftaran, pelayanan pembatalan
pendafiaran, pelayanan penyelesaian dokumen dan pelayanan
pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan sistem
pendaftaran haji secara online yang memiliki maksud dan fujuan
untuk mengimbangi perkembangan permasalahan yang dihadapi olech
pelaksana baik sistem kerja, alat kerja serta sumberdaya
manusia/operator sebagai perangkat SISKOHAT.

Pemanfaatan SISKOHAT Gen-2 yang diimplementasikan pada

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau tidak terlepas dari
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surnberdaya yang digunakan. Adapun sumberdaya dimaksud meliputi:
1) sumberdaya manusia, sebagai sumber penggerak dan pelaksana
kebijakan; 2) sumberdaya modal, diperlukan untuk kelancaran
pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan,
sebagai contoh pergngkat vang digunakan oleh operator SISKOHAT
Gen-2 dalam pelayanan ibadah haji di Kantor Kementerian Agarﬁa
Kabupaten Malinaﬁ-' yang terdiri atas ruang kerja yang memadai, meja
kerja, komputer, kamera dan finger print serta perangkat lunak berupa
jaringan internet, aplikasi yang teraplikatif dalam sistem database
SISKOHAT Gen-2; 3) sumberdaya waktu, merupakan bagian yang
penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai
pendukung dalam mengukur keberhasilan proses pelayanan ibadah
haji. Oleh karena itu, sumberdaya manusia sebagai
pengguna/pelaksana tentunya harus memiliki kemampuan dalam
menjalankan sistem yang berbasis teknologi informasi.

Dibalik keunggulan SISKOHAT Gen-2 dengan perangkat sistem
yang canggih, namun fakta empiris sumberdaya manusia yang
ditempatkan pada posisi operator atau pengguna belum memahami
beberapa content dalam aplikasi SISKOHAT Gen-2. Untuk itu,
disarankan kepada implementor sebagai penanggungjawab atas
suksesnya pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau untuk memberikan

bimbingan dan pelatihan khusus SISKOHAT Gen-2.
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3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Sistem teknologi informasi dan komunikasi merupakan sebuah
produk yang kompleks. Di dalamnya terdiri dari data, proses dan
mengembangkan teknologi yang dipadukan dengan komunikasi yang

harus melayani beragam kebutuhan stak_eholder..

Kommﬁkgsi dalam implementasi kebijakan mencakup beberééa
dimensi penting ylaiitu ﬁ'anformasi in,foﬁnasi (transimisi), kejelésan
informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi
tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan
kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan
pihak yang terkait. Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi
yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan
interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak
yang terkait dalam implementasi kebijakan. Iimensi konsistensi
menghendaki agar informasi y;'mg disampaikan harus konsisten
schingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan,
kelompok sasaran maupun pihak terkait,

Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT)
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau telah menerima
pendaftaran calon jemaah haji dengan sistim generasi kedua. Dan
sarana yang digunakan telah terkoneksi dengan sistim SISKOHAT
Gen-2 sehingga input data lebih memudahkan bagi pengguna.

Penggunaan layanan SISKOHAT Gen-2 ini merupakan

penyempurnaan dari SISKOHAT Gen-1, dengan harapan
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agar masyarakat memperoleh kemudahan, dan dapat memangkas mata
rantai dari proses komunikasi yang dilakukan secara manual dan secara
primitif. Selain itu SISKOHAT Gen-2 juga dapat memangkas jarak dan
meringkas waktu yang sebelumnya seminggu menjadi hitungan menit
saja. Dengan demikian, berjalannya sistem yang begitu bagus dapat
meningkatkan motivasi dan menunj‘ang; ‘kinerja pegawai dalam
pelaksanaan tugasnya.

Komunikasi yang efektif dan persuvasif merupakan cara yang
efektif dalam memotivasi bawahan. Cara pimpinan memotivasi
bawahan antara lain melalui rapat, bimbingan, ceramah-ceramah. Untuk
meningkatkan pelayanan prima kepada jamaah haji, kata kunci yang
sering dikemukakan oleh pimpinan adalah “Jemaah harus dilayani
sebaik-baiknya, kalau tidak ada jemaah haji berarti pegawai/pelaksana
juga tidak ada”.

Sehubungan dengan pemberian motivasi pegawai SISKOHAT,
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, menjelaskan:

“Sefauh ini kami melakukan atau memberi motivasi kepada

karyawan berupa komunikasi dalam bentuk nasehat bahwa

pekerjaan yang kita lakukan itu, bukanlah pekerjaan biasa,

Melainkan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan untuk

melayani tamu Allah. Maka bukan hanya sekedar bekerja,

melainkan kita harus dengan niat tulus dan ikhias melayani agar
mendapatkan pahala atas apa yang kita lakukan. Kami juga
menyampaikan kepada karyawan khususnya bagian yang
membidangi pelayanan seperti pegawai pada seksi penyelenggara
haji dan umrah, bahwa lakukan komunikasi yang intens dengan
stakeholders seperti bank penerima setoran biaya penyelenggaraan
ibadah haji (BPS BPIH), agar-data yang dimiliki oleg Siskohat
sesuai dengan daftar penabung pada masing-masing BPS BPIH".

(wawancara dengan Kepala kankemenag pada tanggal 2 Agustus
2017).
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Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji
ada banyak hal yang menentukan keberhasilan, baik dari pendaftaran,
pembatalan, penyelesaian dokumen dan peluansan sampai kepada
proses keberangkatan dan kepulangan, salah satu faktor yang
menentukan suksesnya pelaksanaan tersebut tidak terlepas dan peran
petugas yang y.ang v'r:'nelakukan pelayanan, As_ehingga ketika teljédi_ _
trouble atau masalah, komunikasi dan koordinasi yang baik adalah
kunci untuk suksesnya pelaksanaan kualitas pelayanan.

Selain keberhasilan pelayanan yang telah dicapai seperti uraian di
atas, terdapat beberapa kelemahan yang dihadapi oleh Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau dalam melakukan komunikasi
terkait implementasi SISKOHAT dengan BPS BPIH, hal tersebut dapat
dilihat dari beberapa temuan melalui penjelasan informan bahwa telah
terjadi kesalahan input/entry data oleh petugas bank sehingga data calon
jemasah haji Kabupaten Malinau masuk dalam database SISKOHAT
Kabupaten/Kota lain. Kejadian seperti tersebut tentu akan merugikan
calon jemaah haji karena pengembalian data mereka hasus dilakukan
ditingkat Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, sementara limit
waktu antara setoran awal dengan proses pelayanan pendaftaran haji
dibatasi hanya 5 (lima) hari kerja.

4) Karakteristik agen pelaksana

Secara umum yang melaksanakan tanggung jawab atas

diimplementasikannya SISKOHAT sebagai alat kerja dalam r;lelakukan

penyelenggaraan ibadah haji, tentu semua mata tertuju pada
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Kementerian Agama Republik Indonesia, yang secara berjenjang
dilaksanakan pada tingkat Kantor Wilayah dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/Kota, sepertt halnya pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau, penanggung jawab tentu Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Namun bukan berarti bahwa
seluruh program dalam penyelenggaraan ibadah haji dikerjakan oleh _
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, sebagai contoh dalam
hal pendaftaran haji, sebelum calon jemaah haji mendaftar mereka
harus membuka dan menyetor biaya penyelenggaraan ibadah haji
(BPIH) ke bank penerima setoran (BPS BPIH). Kemudian terkait
dengan penyelesaian dokumen perjalanan luar negeri (paspor) lembaga
yang berwenang untuk menerbitkannya adalah Kantor Imigrasi.
Berkaitan dengan Institusi yang memiliki tanggungjawab atas
pelaksanaan kebijakan diimplementasikannya SISKOHAT sebagai alat
kerja dalam peningkatan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah
haji, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau,
menjelaskan:
“Jadi, pada dasarnya jika pertanyaannya seperti itu, maka tentu
yang pertama harus diketahui bahwa lembaga pemerintah yang
diserahi tanggung jawab dalam penerapan atau penggunaan
SISKOHAT adalah Kementerian Agama, kemudian yang menerima
amanah dari lembaga tersebut sudah barang tentu Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Kemudian adapun
pelaksana  yang  ditunjuk  untuk  melaksanakan  tugas
penyelenggaraan ibadah haji sesuai struktur organisasi di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, yakni pada seksi
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah”. (Wawancara dengan

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau pada
tanggal 16Agustus 2017)
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Hal senada juga disampaikan oleh Kasi PHU, bahwa:

“Memang secara berjenjang implementasi SISKOHAT di
Kementerian Agama dilalukan oleh Kementerian Agama Pusat,
kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten/kota. Sehingga tanggung jawab secara moral
organisasi, pelaksana kepentingan lembaga dalam mengelola data
calon jemaah haji harus hati-hati, karena biasanya begini pak,
ketika waktunya pemeriksaan kesehatan maka Dinas Kesehatan
meminta data calon jemaah haji, demikian halnya dengan
pengurusan dokumen paspor maka Kantor Ingrasz meminta data.
calon jemaah haji yang akan dzterb:tkan paspornya dan masih.
banyak lagi permmtaan permintaan yang lain”. (Wawancara
dengan Kasi PHU pada tanggal 16 Agustus 2017).

Pengembangan manajemen dan keorganisasian yang didukung
dengan sistem informasi berbasis komputer merupakan instrumen
strategis yang dibutuhkan dalam menghadapi era globalisasi. Hal ini
karena dukungan teknologi informasi dapat memudahkan pengambilan
keputusan yang akurat, dapat dipercaya, cepat, dan ekonomis.
Kebutuhan yané sama juga dialami oleh manajemen dan keorganisasian
di lingkungan Kementerian Agama, dan secara khusus Direktorat
Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU). Sebagai contoh,
pelaksanaan penyelenggaraan haji di Indonesia telah menggunakan
perangkat pendukung sistem informasi berbasis komputer yang dikenal
dengan SISKOHAT. Sistem manajemen pada pelaksanaan SISKOHAT
yang dikembangkan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau, menurut Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau, dalam uraiannya sebagai berikut:

“Jadi sistem manajemen yang diterapkan dalam pelaksanaan

SISKOHAT ini Kita tidak bisa terlepasas dari beberapa faktor,

yakni fakior perencanaan, faktor organisasi dan faktor

pelaksanaan serta fakior pengawasan, kemudian dari segi
pengembangan SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama
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Kabupaten Malinau sendiri meliputi 3 aspek diantaranya:
infrastrultur, sumberdaya dan informasi”. (Wawancara dengan
Kepala Kantor kemenag pada tanggal 16 Agustus 2017)
Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dikembangkan
sebagai dasar pengambilan keputusan oleh implementor selaku
pelaksana seluruh program penyelenggaraan ibadah haji di Kabupaten
Malinau dengan mengacu pada 4 (empat) faktor yaitu:
1. Perencanaan
Perencanaan merupakan proses dasar di mana manajemen
memutuskan tujuan dan cara mencapainya, dan proses itu tidak
akan berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus
diimplementasikan setiap saat selama proses implementasi dan
pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi
agar tetap berguna. Dengan adanya perencanaan ini merupakan
kunci dari pencapaian sukses akhir. Oleh karena itu perencanaan
harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas, agar mampu
menyesuaikan dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.
Terkait dengan perencanaan SISKOHAT pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinaun dari segi pengembangan
SISKOHAT ke tata kelola pemerintahan yang baik, tujuan
utamanya adalah agar pelayanan terhadap masyarakat semakin
baik, dengan penguatan pada tiga aspek yakni, infrastruktur,

smﬁberdaya manusia dan informast.
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2. Organisasi

Pengorganisasian merupakan proses penyusunan struktur
organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya yang
dimiliki dan lingkungan yang melingkupinya. Dengan terbentuknya
organisasi, maka dapat dengan mudah mengelompokkan kegiatan-
kegiatan kerja suatu organisasi agar saling bérhubungan dan dapét
dikerjakan bersama.

SISKOHAT mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
sistem jaringan, pengembangan database haji, dan pelayanan
informasi haji. Selain tugas SISKOHAT di atas, dalam penerapan
SISKOHAT di Kantor Kementerian Agama Malinau minimal ada
tiga fungsi utama yakni, 1) pelaksanaan sistem jaringan, memiliki
tugas melakukan pemeriksaan setiap hari kerja dalam upaya
memastikan jaringan yang tersambung dengan SISKOHAT aman,
2) pelaksanaan database haji, mempunyai tugas melakukan
pengelolaan database haji, sehingga data pendaftar dapat tersimpan
dengan aman, 3) pelaksanaan pelayanan informasi haji, memiliki
tugas melakukan agenda penyiapan informasi yang berkaitan
dengan masalah perhajian.

3. Pelaksanaan

Penggerakan yang dilakukan implementor sebagai pelaksana
kebijakan SISKOHAT, dalam penempatan karyawan, sudah
melakukan hal yang seharusnya dilakukan setiap pimpinan. Seperti

pada penempatan operator SISKOHAT di seksi penyelenggaraan
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haji dan umrah telah memenuhi syarat, disamping mampu
mengoperasikan komputer dengan baik, komunikasi dengan atasan
dan stakeholder serta calon jemaah haji juga dapat dijalankan
dengan amanah.
4. Pengawasan

Fungsi pengawaan ini sebagai sarana kontrol berlangsungnya-
sebuah kegiat_én‘ tanpa adanya fungsi ini maka kegiatén yang
dilakukan oleh staf (pegawai) akan berjalan semaunya. Pengawasan
ini pun sebagai penyeimbang atau untuk menjaga stabilitas dalam
mencapai keseimbangan. Bagaimanapun pimpinan sebagai
implementor dilaksanakannya kebijakan dalam peningkatan
pelayanan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan oleh
bawahan.

Selain pengawasan secara internal juga perlu menjadi
perhatian bahwa masih ada orang atau organisasi di luar yang
berhungan dengan perkerjaan seorang pelaksana, misalnya calon
jemaah haji yang akan melakukan pengurusan di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau berhubungan masalah
haji.

Respon cdlon jemaah haji atas pelayanan petugas saat
melakukan pendaftaran haji di Kantor Kementerian Agmﬁa
Kabupaten Malinau, mengatakan:

“Ya,l Alhamdulillah, baru saja saya melakukan pendafiaran

haji, dan saya memperoleh SPPH namanya serta mendapatkan

informasi bahwa sekitar 11 tahun lagi saya berangkat haji,
dengan begitu pak saya sudah tahu dan saya pasti akan siap-
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siap untuk menabung sedikit demi sedikit untuk keperiuan saya
ini pada waktu pelunasan. Tapi kata petugasnya ini hanya
perkiraan, tetapi bagi saya sudah mendapatkan bayangan
kapan saya berangkatnya. Hari ini saya mendaftar, Insya Allah
kalu ada waktu kesini untuk bertanya, kata petugasnya siap
memberi informasi terbaru, jadi kalau ditanya apakah saya
nyaman, enak, aman ya tentulah pak, buktinya kan saya sudah
mendafiar pak”. (Wawancara dengan calon haji 3 pada tanggal
16 Agustus 2017).

Berbeda dengan calon jemaah haji yang baru akan mendaftar
justru pulang tanpa membawa bukti sah sebagai calon jemaah haji,
saat kami melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama,
calon jemaah haji tersebut mengatakan bahwa:

“Sebenarnya persyaratan saya dengan suami sudah lengkap
pak, cuman saya belum bisa didafiar karena katanya jaringan
tidak bagus, waktu saya tanya petugasnya kapan saya datang
lagi, katanya belum bisa memastikan tergantung petugas dari
telkom datang memperbaikinya pak. Nomor hp saya sudah
diambil dan dihubungi kalau jaringan sudah bagus. Kalau soal
dilayani, ya Alhamdulillah, petugasnya memberi penjelasan
dengan ramah, sopan dan tidak berbelit-belit, dan yang
membuat saya senang walau belum di daftar, katanya sabar ya
bu, yang namanya niat baik itu pasti akan diberkahi Allah Swt”.
(Wawancara dengan calon pendaftar haji pada tanggal 31
Agustus 2017).

Berdasarkan keterangan di atas dapat dijelaskan bahwa sistem
manajemen SISKOHAT yang diterapkan di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau, walaupun secara fisik sarana dan
prasarananya lengkap, namun dibalik kesuksesan yang ditorehkan
juga terdapat kendala teknis yang berkaitan perangkat lunaknya,
seperti jaringan yang dapat bermasalah, sehingga perlu pengawasan
yang intensif sehingga tidak merugikan masyarakat yang akan

melakukan pendaftaran haji.




164
43360.pdf

Kendala tersebut tentu tidak saja dirasakan oleh
masyarakat/publik akan tetapi juga dirasakan oleh Pegawai
Kementertan Agama Kabupaten Malinau karena dapat
menghambat pemberian pelayanan terhadap calon jemaah haji yang
akan mendaftarkan dirinya, dikarenakan ketidakmampuan pegawai
untuk mengatasi masalah jaringan pada SISKOHAT. Dengan o
adanya gangguan pa&a SISKOHAT ini tidak hanya peridafiar saja
yang merasa terganggu, tetapi para pegawai Kementerian Agama
Kabupaten Malinau pun juga merasakan dampaknya karena mereka
tidak bisa berbuat apa-apa terhadap sistem yang ada. Hal ini
dikarenakan sistem yang terpusat langsung di Kementerian Agama
pusat, sehingga para pegawai pun tidak bisa memberikan kepastian
kepada pada pendaftar.
5) Kondisi sosial, ekonomi dan politik

Penerapan SISKOHAT Gen-2 pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau adalah untuk mengakomodir kepentingan
masyarakat dalam rangka menjamin ketenangan dan kenyamanan
dalam beribadah, hal tersebut tarcakup dalam berbagai aplikasi
SISKOHAT Gen-2, seperti informasi #pdate nama, informasi waiting
list dan informasi pelunasan. Dari segi kondisi sosial, masyarakat tentu
ingin tahu apakah setelah diinput ke dalam database SISKOHAT Gen-2
. dapat diketahui perkiraan keberangkatannya.
Dari sisi ekonomi, masyarakat Kabupaten Malinau bisa dikatakan

meningkat, jika dilibat dari antusiasme masyarakat dalam melakukan
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pendaftaran haji cukup tinggi. Sampai dengan bulan Agustus 2017 ini,
tercatat ada sekitar 554 orang calon jemaah haji Srang masuk dalam
waiting list/daftar tunggu, kalau diestimasikan berarti sekitar 11 sampai
dengan 12 tahun baru mereka berangkat, akan tetapi animo masyarakat
tetap melakukan pendaftaran walaupun mereka tahu mereka akan
berangkat sekitar 11 atau 12 tahun, yang jelas tujuan utama mereka
adalah mendapatkan nomor porsi.

Melihat aktivitas yang dilakukan oleh pegawai Kementerian
Agama Kabupaten Malinau pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah
yang cukup padat, dimulai dari melayani masyarakat yang mendaftar,
melayani masyarakat yang konsultasi bahkan melakukan pembatalan,
melayani masyarakat yang pada saatnya melakukan pelunasan sampai
kepada bimbingan, pelatihan, pemberangkatan dan pemulangan jemaah
haji. Namun dengan adanya penerapan SISKOHAT membuat pekerjaan
pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau lebih siap dan
mantap untuk melaksanakan tugasnya baik sebagai implementor sampai
kepada pelaksana/operator SISKOHAT. Hal ini ﬁeyahnkm kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau bahwa seluruh prosesi
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah baji dapat teratasi dengan
SISKOHAT.

Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, terkait implementasi
kebijakan SISKOHAT serta pengaruhnya terhadap kondisi sosial yang

berkaitan dengan lingkungan ekonomi masyarakat Kabupaten Malinau:
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“Entah bagaimana jadinya jika tak ada perangkat SISKOHAT
dalam menerapkan kebijakan pendafiaran haji. Kalau tak ada
SISKOHAT, saya tak bisa bayangkan, PMA 29/2015 ini bisa jalan
sesuai harapan. Sebab, tanpa perangkat komputer, memangkas
prosedur pendaftaran dari empat kali menjadi dua kali, tentu
tidaklah mudah pak, tapi karena ada kemajuan perangkat komputer,
semuanya mudah dilaksanakan. Namun demikian, secanggih-
canggihnya sistem komputerisasi yang dibuat, tapi kalau yang duduk
di belakang meja itu, kurang mengikuti perkembangan teknologi
informasi, maka tidak bisa jalan. Oleh karena itu, sumberdaya
manusia yang kita tempatkan disana memang mereka yang memiliki
kapabilitas dibidangnya, sehingga dalam melakukan pelayanan
lebih terarah dan tepat sasaran”.(Wawancara dengan kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau pada tanggal 28
Agustus 2017)

Berdasarkan ungkapan di atas menunjukkan bahwa keberadaan
SISKOHAT di Kantor Kementerin Agama Kabupaten Malinau
mampu mengimbangl animo masyarakat yang anfusias melakukan
pendaftaran haji, karena memang pendaftaran haji dibuka pada setiap
hari kerja sepanjang tahun secara online dan real time.

6) Disposisi implementor

SISKOHATadalah sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu
yang dibangun guna membantu pengolahan data haji dari pendaftaran
tabungan, pelunasan, proses dokumen, pemberangkatan dan
pemulangan serta masa evaluasi dan perencanaan. SISKOHAT
mengintegrasikan data dan jaringan dari Kementerian Agama ke BPS
BPIH dengan menggunakan system “online” dan “real time” sehingga
seluruh data dapat dimonitor pada setiap user yang terhubung dénga'n
SISKOHAT. Hasil wawancara kami dengan Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, terkait dengan petunjuk

khusus yang digunakan dalam pengoperasian aplikasi SISKOHAT:
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........ Kalau itu, setahu saya untuk kelancaran pelaksanaan dan
pengoperasian aplikasi  SISKOHAT maka setiap user/pemakai
selalu dibuatkan pedoman kerja berupa petunjuk pada operator
SISKOHAT, yang juga dilengkapi dengan help desk yang dapat
membantu memecahkan masalah 'secara langsung saat terjadi
gangguan teknis (sistem error) dalam pengoperasian SISKOHAT,
dan untuk memperoleh data berkaitan dengan komponen SISKOHAT
bapak dapat berhubunhan langsung dengan
operatorSISKOHAT”. (wawancara  dengan  Kelapa  Kanior
Kementerian Agama Kab. Malinau pada tanggal 28 Agustus 2017)

Salah satu kendala yang serh_lg dfhadapi oleh pegawai/pengguna .
dalam operasionalisasi SISKOHAT yaitu terjadi pada masalah teknis
dimana masih adatime out dalam proses entry data, sehingga perlu
perbaikan secara sistematis dengan begitu, pelaksanaan pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji reguler sesuai dengan PMA 29/2015 dapat
tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Senada dengan
keterangan yang diberikan gperator SISKOHAT Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau, bahwa:

....... Biasanya yang kami lakukan, jika terjadi troble sistem dalam
pengoperasian SISKOHAT, maka ada dua alternatif yang bisa kami
tempuh pak, pertama, membuat surat yang ditujukan kepada PT.
Telkom Kabupaten Malinau perihal gannguan jaringan SISKOHAT
atau langsung menghubungi SISKOHAT pusat untuk segera
dinormalisasikan, sehingga pelayanan baik  pendafiaran,
pembatalan dan pelunasan pada tahun berjalan dapat dilaksanakan
dengan optimal dan lancar pak”.(Wawancara dengan Operator
Siskohat pada tanggal 28 Agustus 2017).

Berdasarkan penjelasan di atas, data yang diperoleh terkait content

yang tersedia dalam komponen SISKOHAT seperti pada Tabel 4.4.




Tabel 4.7
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Komponen, Sub Komponen dan Konten SISKOHAT Gen-2

KOMPONEN

SUB
KOMPONEN

CONTENT

Kankemenag Kabupaten/Kota Full
Biometrik

Entry

Entry Update Nama

Rekonsiliasi Data Jemazh

Pembatalan

Monitoring Pendataran

Tes Biometrik

Entry Informasi Pembimbing

Entry SPPH V3 Full Biometric

Pembatalan Validasi Kankemenag

Monitaring

Monitoring Jemash Tabungan Aktif -

Monitoring Pembatalan

Informasi

Profil Jemash Haji Reguler

Profil Pelunasan Jemash Haji Reguler

> Informasi Jemaah Haji
- Informasi Jemaah Haji AS
- Informasi Waiting List
- Monitoring Porsi Seluruh provinsi
- Informasi Update Nama
- Informasi Pembimbing

» Informasi Pelunasan Haji reguler

- Berhak Melunasi

- Belum Meclunasi

- Sudah Melunasi

- Cadangan

- Rekapitulasi Pelunasan-Per Provinsi

- Rekapitulasi Pelunasan-Per
Kabupaten

- Rekapitulasi Pelunasan-Per Bank

- Rekapitulasi Pelunasan-Per Bank
Cabang

- Rekapitulasi Pelunasan-Embarkast
Per Provinsi

- Rekapitulasi Pelunasan-Embarkasi
Per Bank

- Reknpitulasi Pelunasan-Embarkasi
Per Bapk Cab

- Rakaepitulasi Pelunasan-Lunas
Tunda Perembarkasi

- Rekapitulasi Pelunasan-Lunas
Tunda PerKabupaten

- Rekapitulasi Pelunasan-Lunas
Tunda Perprovinsi

- Informasi Jemash Liquidasi

- Informasi Rekap Pelunasan TPHD

- Rakapitulasi Pelimpahan Haji
Reguler

- Informasi Sudah Melunasi Kab/Kota

- Informasi Usulan Penggabungan Mahram
dan Lansi

Cetaksn/Laporan

Cetakan SFFH V3

Setting

Identitas Pengguna

Sumber: Diolah berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kemenag Malinau (2017)

SISKOHAT Gen-2 merupakan pengembangan dari SISKOHAT

Gen-1 yang pada Tahun 1992 telah memulai pengolahan data melalui

Sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu.
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Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbesar di
dunia, maka sangat wajar Indonesia mengantarkan tamu Allah SWT
terbanyak di tanah suci yakni sekitar 2011.000 jemaah haji setiap tahun.
Jumlah yang tidak sedikit ini menuntut pengelolaan dan integrasi data
yang komprehensif serta akurat, meliputi pendaftaran calon haji,
pemrosesan dokumen Haji, persiapan keberéngkatan (embarkasi),
mc;nitoring operasional di tanah suci, hingga proses kepulangan ke
tanah air (debarkasi). Dan untuk pengamanan data pada sistem
informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) maka
Kementerian Agama membuat aplikasi SISKOHAT yang dilengkapi
dengan sistem proteksi. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau tentang sistem proteksi pada
aplikasi SISKOHAT:

“Pertanyaan yang menarik sekali pak, jadi begini aplikasi
SISKOHAT itu dilengkapi dengan sistem proteksi antara lain: user
ID yang hanya dapat digunakan oleh user/pemakai yang telah
terdafiar dalam jaringan SISKOHAT, proteksi operator (user) yaitu
setiap user hanya dapat mengoperasikan aplikasi tertentu yang
disesuaikan dengan kebutuhan isntansi seperti pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinaw, tentu tidak semua
komponen yang ada dalam SISKOHAT secara keseluruhan dimiliki
oleh SISKOHAT Kabupaten Malinau, akan tetapi diadakan sesuai
kebutuhan pada tingkat Kemenag Kabupaten oleh Kementerian
Agama pusat. Nah, adapun bentuk proteksi lainnya adalah
pembatasan melalui tabel porsi yaitu pembatasan penggunaan kode
pos harus sesuai dengan asal wilayah Kabupaten Malinau dan
alamat domisili calon/femaah. Oleh karena itu bentuk proteksi
pembatasan yang sangat ketat tersebut merupakan bentuk kepastian
informasi tentang penyelesaian administrasi dan dokumen jemaah,
seperti kepastian mendapatkan nomor porsi, mendapatkan lembar
bukti setoran lunas BPIH, kepastian paspor yang sudah diproses
dan  kepastian  masuk  dalam  daftar  Koter  dan
seterusnya...."(Wawancara dengan Kepala Kemenag Malinau pada
tanggal 28 Agustus 2017)
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Sistem informasi dan komputerisasi haji ini diharapkan mampu
menjawab kebutuban data yang bisa diakses secara cepat, akurat dan
menjadi referensi bagi pengambilan keputusan strategis. Oleh karena
itu, beberapa kemudahan dengan adanya SISKOHAT antara lain:

1. secara real-time dapat langsung dihitung jumliah setoran BPIH

2. pendaftaran haji dapat dilakukan sepanjang tahun noﬁst0p

3. menyimpan database lengkap seluruh jemaah haji secara terstruktur

4. kemudahan dan kecepatan layanan informasi tentang posisi dan
status jemaah haji kepada publik sejak masa pendaftaran sampai
masa pemberangkatan, operasional di Arab Saudi hingga kepulangan
kembali ke daerah asal di tanah air.

Seperti diungkapkan oleh operator SISKOHAT Kementerian
Agama Kabupaten Malinau dengan membandingkan antara kemudahan
pendafiaran haji sebelumnya dengan sistem pendaftaran haji saat ini:

“...Dulu sebelum ada SISKOHAT Gen-2 calon hqji bisa tiba-tiba

batal berangkat akibat sistem yang masih manual, foto calon haji
bisa diganti dan data bisa diubah Sehingga calon haji lain
tersingkir. Seiring berjalannya waktu, SISKOHAT mampu menjadi
urat nadi yang punya peran dan fungsi vital, di sistem inilah sebuah
data untuk menunjang seluruh kegiatan penyelenggaraan ibadah
haji disimpan dan dikelola, kalau dulu pak, calon haji bisa sampai 1
jam menunggu tapi kalu yang sekarang ini apabila dokumen
persyaratannya sudah lengkap hanya 10 s/d 15 menit saja sudah

selesai”.(wawancara dengan operator Siskohat pada tanggal 29
Agustus 2017).

Kemudian diperkuat oleh Kasi PHU Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau bahwa;

“Kemudahan tersebut terkait dengan peningkatan pelayanan haji,

maka pemerintah melakukan kebijakan reformasi pendaftaran haji

secara besar-besaran dengan menyederhanakan proses pendafiaran,
saat ini, setelah keluar PMA 29/2015 maka sistem pendafiaran haji
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reguler berubah drastis yaitu menggunakan perangkat SISKOHAT
Gen 2 (centralized). Kemudian menerapkan biometric system (ambil
foto dan sidik jari). Dan penerapan deteksi jemaah sudah haji
dengan metode algoritma similaritas”. (Wawancara dengan Kasi
PHU pada tanggal 29 Agustus 2017)

SISKOHAT mempunyai fungsi sebagai interaksi dua arah untuk
pelayanan publik dan lembaga terkait. SISKOHAT juga berarti
keterbukaan informasi dengan penyediaan fools untuk memberitahu
tahun rencana keberangkatan melalui nomor porsi yang di peroleh
setelah pembayaran setoran awal BPIH. Nomor porsi ini secara
otomatis tersimpan di dafabase sehingga bisa diakses kapan saja
melalui foo! di web http://haji.kemenag.go.id/. Nomor porsi ini menjadi
wclziting list atan daftar tunggu yang menjadi acuan rencana
keberangkatan haji termasuk kapan pelunasan dan kapan keberangkatan
setiap calon jemaah haji.

2. SISKOHAT dan Prinsip Pelayanan Ibadah Haji Pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau

a) Optimalisasi Pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji
pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

Ibadah haji adalah sebuah fenomena keagamaan yang lvar
biasa, peristiwa akbar yang dipertunjukkan oleh Sang Pencipta
kepada seluruh hamba-Nya. Dalam ibadah haji tidek ada
perbedaan kasta dan suku bangsa, tidak ada diskriminasi jenis
kelamin, bahkan perbedaan warna kulit sekalipun.

Tbadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib
dilaksanakan oleh setiap orang islam yang memenuhi syarat

istitha’ah, baik secara finansial, fisik maupun mental, sekali
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seumur hidup. Sehubungan hal tersebut, penyelenggaraan iba-
dah haji harus didasarkan pada prinsip keadilan, untuk mem-
peroleh kesempatan yang samabagi setiap warga negara Indo-
nesia yang beragama Islam. Penyelenggaraan ibadah haji ada-
lah tugas nasional yang melibatkan berbagai instansi dan le_m-
baga baik dalam negert maupun uar ﬁegéﬂ, dan berkaitan
dengan berbagai aspek pelayanan, mulai dan aspek pelayanan
pendaftaran, bimbingan, transportasi, administrasi, kesehatan,
akomodasi, keamanan bahkan sampai pada pengelolaan data
dan layanan informasi.

Dalam memberikan pelayanan kepada calon jema'ah haji,
semua penetapan kegiatan yang di lakukan dalam organisasi,
Kementerian Agama Kabupaten Malinau melakukan suatu
tindakan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Karena pada dasarnya kebijakan digunakan
sebagai peraturan yang tidak bisa diubah oleh organisasi, tetapi
harus digunakan sebagai sumber atau landasan penyusunan
dan penerapan prosedur tertentu sesuai dengan karakter dan
tipologi wilayah kerja.

Kebijakan yang memberikan rasa keadilan dapat dilihat
dari kebijakan numerisasi, yaitu pendafiaran secara online
melalui SISKOHAT Gen-2 yang menempatkan jema’ah

pendafiar secara berurutan sehingga pendaftar awal akan
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mendapatkan porsi keberangkatan lebih awal dibanding yang
mendaftar belakangan (first come first served).

Optimalisasi pelayanan pendafiaran haji sangat tergantung
kepada profesionalitas petugas pelayanan, dan ketersediaan
sarana pendukung layanan informasi perhajian tergantung pada
~ metode, materi d._':-m mekanisme dalaﬁlmenyampaikan informa- |
si kepada masyarakat.

Oleh karena itu, kondisi riil yang diinginginkan adalah ter-
laksananya pelayanan dan informasi pendaftaran haji yang
berbasis teknologi informasi dalam hal ini media informasi
secara online dan offline pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau. Namun karena Kabupaten Malinau
dengan segala keterbatasannya, sehingga beberapa bentuk
akses informasi dalam melakukan pelayanan informasi
mengalami sedikit gangguan dan hambatan, sebagaimana
dijelaskan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau:

“Iya betul sekali pak, mengingat letak geografis Kabupaten
Malinau yang lumayan jauh dari ibukota Kalimantan Utara,
menjadikan akses informasi yang sedikit terhambat, serta
pelayanan pendaftaran haji yang agak lamban, kendala
utamanya adalah belum adanya BPS BPIH yang berbadan

syari'ah, sehingga SPPH yang diterbitkan oleh Kantor
Kementerian Agama melalui penyelenggara haji dan umrah,
harus dikirim ke BPS BPIH syari‘ah di Tarakan. Kondisi ter-
sebut secara organisasi membutuhkan satu dukungan komu-
nikasi dan sistem pelayanan administrasi yang baik. Sebelum
adanya peraturan yang mewajibkan para calon jemaah haji
mendafiar  dan  menyetor BPIH  melalui  bank
syari'ah.Penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji
(BPIH) dapat dilakukan pada bank konvensional dan
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penerbitan bukti setoran awal BPIH dilakukan oleh bank
konvensional, yang ditetapkan sebagai bank transito. O iya,
bank transito yang ada di Kabupaten Malinau ada 2 pak
yvakni BRI KCP Malinau dan BNI KCP Malinau™.
(Wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kab. Malinau pada tanggal 4 September 2017)

Melihat situasi seperti ini Penyelenggara Haji dan Umrah
selaku Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan perhajian,
kemudian melakukan jalur koordinasi dengan BPS BPIH
(Bank BNI) Cabang Pembantu Malinau untuk bersamna-sama
mewujudkan pelayanan kepada calon jemaah haji dengan
waktu yang relatif singkat dan berkualitas. Oleh karena itu,
untuk mewujudkan tata kelola pelayanan pendaftaran haji
dengan baik, harus ada prosedur baku yang menjadi acuan
dalam proses pelayanan pendaftaran haji yang sesuai dengan
kondist dan tipologi wilayah kerja Kabupaten Malinau.

Penyelenggaraan ibadah haji merupakan rangkaian
kegiatan yang beragam, melibatkan banyak pihak dan orang.
Oleh karena itu dalam penyelenggaraan ibadah haji diperlukan
kerjasama yang erat, koordinasi yang dekat, penanganan yang
cermat dan dukungan sumberdaya manusia yang handal dan
amanah. Dalam peningkatan pelayanan dan kualitas penerapan
standar operasional prosedur pendaftaran haji pada Seksi
Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau dilaksanakan secara bertahap dan

konsisten berdasarkan 6 (enam) prinsip pelayanan sebagai

berikut:
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a. Mengedapankan kepentingan calon jemaah haji.

Setiap calon jemaah haji/pendaftar yang datang ke Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, berhak mendapatkan
pelayanan yang sebaik-baiknya oleh petugas/operator pada
penyelenggara haji dan umrah. Karena sesuai dengan tugas
pokoknya adalah rhclayani pendaftaran haji, perilaku santun
yang ditunjukkan, kemudian tidak mengulir waktu pelayanan
menjadi salah satu faktor kepuasan bagi calon jemaah haji.
Namun terkadang ada calon jemaah haji yang telah melakukan
penyetoran biaya penyelenggaraan ibadah haji dan telah
menerima bukti setoran awal BPIH dan langsung kembali ke
rumah dan sampai pada masa expiredfkadaluarsa belum
melakukan pendaftaran. |

Bendasarkan penuturan Kasi PHU, terkait bukti setoran
awal BPIH/nomor validasi yang diterima calon jemaah haji
dari bank tidak langsung diantar untuk melakukan pendaftaran
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, sebagai
berikut:

“Memang disisi lain dari kompleksnya penyelenggaraan
ibadah haji, salah satu yang menjadi faktor terlambatnya
informasi yang kami terima, karena jarak tempuh antara
rumah calon jemaah haji dengan Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau dan BPS BPIH yang cukup
Jjauh, rata-rata 5 (tiga) sampai 30 km sehingga pada saat
bukti setoran awal BPIH diserahkan oleh BPS BPIH
kepada calon jemaah haji seharusnya bisa langsung ke
Kantor untuk melaporkan diri dan mendaftar, namun calon
jemaahnya langsung pulang ke rumahnya masing-

masing,oleh karena itu, untuk menghindari keterlambatan
maka oleh petugas kami melakukan komunikasi dan
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koordinasi ke BPS BPIH untuk memperoleh informasi dan
menghindari keterlambatan atau terjadinya
expayer/kadaluarsa, maka jalan keluar menghindari
keterlambatan tersebut operator kami dari Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dan memminta
datang ke Kantor pak Karena waktu yang ditetapkan
berdasarkan kebijakan baru implementasi SISKOHAT Gen
2 batas waktu hanya 5 hari kerja, ini kita lakukan dalam
rangka memberi pelayanan terbaik kepada calon jemaah
haji, penjelasan detailnnya terkait layanan informasi dapat
ditanyakan  kepada  Operator/pelaksana  pelayanan
pendaftaran dll”.(wawancara dengan dengan Kasi PHU
pada-tanggal 4 September 2017...).
b. Pemenuhan rasa keadilan
Adil berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bersikap
adil berarti memberikan sesuatu yang menjadi hak orang lain.
Dalam penyelenggaraan haji, bersikap adil diimplementasikan
dengan memberikan layanan yang menjadi hak jema’ah tanpa
dipengaruhi pertimbangan lain, kecuali karena hak jema’ah.
Kebijakan yang memberikan rasa keadilan dapat dilihat
" dari kebijakan numerisasi. Yaitu pendaftaran secara online
yang menempatkan jema’ah pendaftar secara berurutan
sehingga pendaftar awal akan mendapatkan porsi
keberangkatan lebih awal dibanding yang mendaftar
belakangan. Prinsipnya first come first served,
c. Memberikan kepastian
Semua umat Islam bertekad menjalankan ibadah haji
sebagai kewajiban rukun islam yang ke lima. Kedatangan
mereka (calon jemaah haji) ke Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Malipau adalah untuk mendaftar, dan ketika
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pendaftaran itu sudah terwujud ataun bahkan dalam proses
pendaftaran muncul suatu harapan yang dituangkan dalam
sebuah pertanyaan mendasar tentang kepastian keberangkatan
mereka. Oleh sebab itu, prinsip kebijakan nomerisasi
memungkinkan  calon jema’ah  mengetahui  waktu
keberangkatannya ke  Tanah Sﬁci‘ sehingga  dapat
mempersiapkan diri dari awal.

d. Prinsip efisien dan profesionalisme.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau melalui
seksi penyelenggara haji dan umrah melaksanakan pelayanan
pendaftaran haji setiap hari kerja sepanjang tahun. Prinsip
efisiensi waktu merupakan faktor yang menjadi perhatian
serius, sehingga mulai dari pengisian formulir SPPH sampai
dengan diterimanya lembar surat pendaftaran pergi haiji
(SPPH) bisa selesai 10-15 menit.

Untuk mewujudkan prinsip tersebut dibutuhkan
profesionalisme seorang tenaga/petugas operator SISKOHAT
untuk melakukan penginputan data calon jemaah haji. Di
samping itu, petugas diharapkan jugai memiliki dedikasi yang
tinggi, tekun serta sabar melaksanakan tugas untuk melayani
calon jemaah haji dengan karakter yang beragam.

e. Prinsip service oriented.
Kementerian Agama Kabupaten Malinau melalui seksi

penyelenggara haji dan umrah dalam melaksanakan tugas,
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semata-mata hanyalah mengemban amanah dan tanggung
jawab, tidak mencari keuntungan (non profit) tetapi
mementingkan pelayanan (service oriented), artinya semua
serba gratis seperti tidak dipungut biaya pendaftaran,
pengambilan pas foto dan fotocopy, calon jem_aah haji tidak
perlu rne_mbaw@ foto yang dipei‘sya_r_atl_(.a.n fsébani_rak 10
(sepuluh) lerﬁbér', karena pé,mgaé_ akan meiaicukan -
pengambilan foto untuk calon-jemaah haji secara gratis. -
f Mengedepankan sahnya ibadah.

Pelayanan yang  dilakukan orientasinya  adalah
membangun Komitmen bersama calon jemaah haji sejak
pendaftaran sampai dengan pelaksanaan ibadah haji. Selama
ini pemberian buku panduan tentang do’a dan dzikir
pelaksanaan ibadah haji pada saat menjelang keberangkatan,
sehingga untuk mempelajari dan memahami isi kandungan
buku tersebut kecil kemungkinan untuk dilakukan, oleh karena
itu, seharusnya setiap calon jemaah haji pada saat mendaftar
sudah menerima buku panduan manasik haji terbitan
Kementerian Agama agar sedini mungkin bisa dipelajari dan
ketika memasuki masa keberangkatan dan pelaksanaan ibadah
haji tidak ada l@ kesulitan bagi calon jemaah haji Kabupaten
Malinan. (Gambaran umum hasil wawancara dengan Kepala
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau pada tanggal

5 September 2017).
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b) Layanan informasi penyelenggaraan ibadah haji melalui
media informasi online dan offline pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

Dalam memberikan pelayanan kepada calon jema'ah
haji, semua penetapan kegiatan yang dilakukan dalam
organisasi, Kementerian Agama Kabupaten Malinau

melakukan suatu tindakan berdasarkan kebijakan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah. Oleh sebal):' itu; sebagﬁi
organisasi atau lembaga yang berbasis pada pelayanan
masyarakat, Kaotor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
melalui seksi penyelenggaraan haji dan umrah menerapkan
suatu  standar yang digunakan untuk membantu
mempermudah ~ dalam  kegiatan  proses pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji yaitu standar operasional
prosedur (SOP) pelayanan pendaftaran haji sesuai dengan
karakter dan tipologi wilayah kerja.

Dalam rangka mendukung program layanan informast
perhajian pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, ada dua media
sebagai strategi yang digunakan oleh masyarakat untuk
mendapatkan informasi penyelenggaraan ibadah haji yaitu
media online dan gffline. Maka secara komprehensif dapat

dijelaskan sebagai berikut:
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1. Media informasi online meliputi: Website Ditjen PHU
dan Media Sosial meliputi: Facebook, Tweeter dan
Aplikasi Haji Pintar
SISIKOHAT dalam penyelenggaraan ibadah haji

merupakan urat nadi yang punya peran dan fungsi sangat

vital, Kkarena dalam _sistern inilah semua data untuk
menunjang semua kegiatan penyelgnggafaan -ibadah haji
terdapat di dﬂ@j& Mulai dari data penddftaran calon
jemaah haji hingga pembayaran dana setoran awal ke Bank
Penerima Setoran (BPS), daftar tunggu para calon jemaah
haji yang kini jumlahnya lebih dari 1,7 juta jiwa, penentuan
para calon jemaah—haji yang akan berangkat pada musim haji
berjalan, data umtuk pembuatan paspor, data untuk
penerbangan pemberangkatan hingga pemulangannya dan
sebagainya. Dalam SISKOHAT sudah ada berbagai persoalan

layanan penyelenggaraan ibadah haji mulai dari A sampai Z.
Implementasi SISKOHAT kini berhasil menjadikan

seluruh jaringan komputerisasi haji bisa online dari

Kementerian Agama pusat di Jakarta hingga seluruh Kantor

Wilayah Kementerian Agama, embarkasi dan Kantor

Kementerian Agama Kabupaten/Kota di selurub Indonesia

maupun Arab Saudi (Jeddah, Madinah, Mekkah dan

Masyair).

Suatu kebanggaan tersendiri bagi Kementerian Agama

sebagai penanggungjawab nasional penyelenggaraan ibadah
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haji, karena dengan terintegrasinya jaringan SISKOHAT,
maka semua data yang terkait dengan perbajian semuanya
sudah online.

Dengan demikian, semua persoalan yang terkait dengan
_penyelengga:aan ibadah haji, mulai dari pquaftaran calon
jemaah haji, pegyc_tbran dana awal di BPS, pembatalan
- ﬁendaﬂarah haji, Apenyelesaian ddkumen, pelunasan BPIH
tahun berjalan, cek porsi dan perkiraan keberangkatan,
pembuatan paspor, untuk penerbangan pemberangkatan dan
pemulangannya serta data untuk pemondokannya dan data
lainnya, bahkan yang terbaru adalah aplikasi deteksi jemaah
yang sudah pernah haji, semuanya terckam dalam
SISKOHAT Gen-2.

SISKOHAT Gen-2 mempunyai fungsi sebagai interaksi
dua arah untuk pelayanan publik dan lembaga terkait.
SISKOHAT Gen-2 juga berarti keterbukaan informasi
dengan penyediaan fools untuk memberitahu tahun rencana
keberangkatan melalui nomor porsi yang diperoleh dari
Kantor Kementerian Agama melalui SISKOHAT Gen-2
setelah diterbitkan bukti setoran awal BPIH/nomor validasi
oleh BPS BPIH.

Penycbaran Informasi haji saat ini, mengalami perubahan
yang sangat signifikan, dimana publik dapat mengakses

informasi dalam berbagai media informasi seperti Website
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Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dengan Situs

websitehttp://haji.kemenag.go.id dan media Sosial yang

meliputi: Twitter: (@Informasilaji, Facebook: Informasi
Haji,  Youtube:  Informasi  Hagji, bahkan dalam
perkembangannya kini menghadirkan aplikasi _Hajil Pintar.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
" Malinau, melalui operator SISKOHAT datam keteranganhya
terhadap berbagai media informasi yang dimiliki oleh
Kementerian Agama dan dapat diakses dengan mudah oleh
calon jemaah haji dan publik secara umum:

“Iva ada pak, jadi nomor porsi calon jemaah haji yang
melakukan pendaftaran di Kantor Kemenag Malinau secara
otomatis tersimpan di database sehingga bisa diakses
kapan saja melalui tools di web site htip://haji
.kemenag.go.id/. Nomor porsi ini menjadi wating list atau
daftar tunggu yang menjadi acuan rencana keberangkatan
hgji  termasuk  kapan  pelunasan dan  kapan
keberangkatannya. Selain itu, ada namanyaFacebook,
Tweeter dan Aplikasi Haji Pintar bagi calon jemaah
haji/masyarakat melalui HP android dapat mengistal
melalui play store, disana ada menu yang sudah tersedia
dan dapat diakses oleh siapa saja”, dan jika bapak ingin
mendapatkan data fisik terkait media informasi yang
berbasis online kami bisa berikan pak. (Wawancara dengan
Operator SSISKOHAT pada tanggal 5 September 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh dari informan bahwa
ada 5 (lima) media informasi berbasis online yang sering
digunakan untuk memperoleh bahkan menyalurkan informasi
tentang penyelenggaraan ibadah haji, seperti tertuang pada

gambar 4.6:
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dalam mendapatkan informasi seputar ibadah haji. Selain
panduan dan informasi pelaksanaan ibadah haji, dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa aplikasi Haji Pintar ini juga
memuat beberapa informasi seperti: 1) Cek informasi tahun
keberangkatan Jemash Haji; 2) lokasi pemondokan di
Makkah dan Madinah; 3. informasi Konsumsi; 4) Informasi
'Cuaca; 5) Informasi rute bus shalawat; 6) Call Center dan
Whatsapp; T) Informasi kesebatan; dan 8) Informasi penting
lainnya.

Pembangunan SISKOHAT sebagai jantung pelayanan
penyelenggaraan jbadah haji, tidak hanya dirancang untuk
melayani pendaftaran haji secara online, lebih jauh lagi
mencakup  dukungan  terhadap seluruh  prosesi
penyelenggaraan haji mulai dari pendafatarn calon haji,
pemrosesan dokumen  haji, persiapan  keberangkatan
(Embarkasi), monitoring operasional di Tanah Suci sampai
pada proses kepulangan ke Tanah air (Debarkasi), schingga
secara keseluruhan SISKOHAT akan menjadi suatu Sistem
Informasi yang terintegrasi dalam satu database untuk
mendukung penyelenggaraan haji terutama dalam aspek
pengelolaan informasi haji. Demikian puia dengan media
sosial lainnya, dimana kebutuhan masyarakat tidak
terbantahkan lagi bahwa Tahun 2017 ini yang dikenal dengan

era digitalisasi, memerlukan perhatian yang sapgat penting
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dari pelaksana kebijakan dalam memberi layanan informasi
dengan menghadirkan berbagai desain untuk memudahkan
penyaluran informasi kepada publik.

2. Media informasi offfine (Windows Display information)
meliputi: media audio visual

Dalam rangka mendukung program layanan informasi
pethajian pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau, selain media sosial yang bérbasikan online, di
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau juga
tersedia media offfine. Media ini digunakan sebagai strategi
untuk mempublikasikan informasi terkait tata cara
pendaftaran haji dan masalah perhajian secara komprehensef
secara visual melalui media informasi audio visual.

Media informasi audio visual yang dibangun guna
menjadi media penyeimbang kesenjangan dalam proses
penyebaran informasi terkait calon jemaah haji Kabupaten
Malinau. Dengan aplikasi ini permasalahan akses informasi
menjadi lebih mudah, murah dan cepat.

Secara spesifik penulis tidak menjelaskan bagaimana
proses pembuatan media ini, karena itu ranah tenaga ahli,
namun yang menjadi objek pembahasan adalah materi yang
akan di-publish, dituangkan dan ditampilkan ke dalam media
informasi audio visual. Bentuk media yang tersedia

khususnya di ruang SISKOHAT Kementerian Agama
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Selanjutnya, menurut penjelasan operator SISKOHAT,
terkait tujuan utama ditampilkannya informasi-informasi haji
pada media audio visual di ruang SISKOHAT pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau adalah:

“Jadi begini pak, tujuan utama di tampilkannya informasi-
informasi tersebut pada media audio visual adalah untuk
memberi ruang kepada calon jemaah hgji yang
membutuhkan informasi terbaru dalam masalah perhajian,
serta dalam rangka mémberi kenyamanan pada saat-proses
pendaftaran dan pengimputan data melalui SISKOHAT
oleh operator, maka calon jemaah haji dapat melihat
informasi yang disajikan”. (Wawancara dengan operator
SISKOHAT pada tanggal 5 September 2017)

Setiap lembaga yang orientasinya atau basisnya adalah
pelayanan publik harus inovatif seperti yang ditunjukkan oleh
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, walaupun
dengan segala kendala-kendala yang dihadapi, namun yang
jelas bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
telah menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi
prinsip pelayanan publik.

2. Pembahasan
a. Implementasi SISKOHAT
Hasil penelitian memberikan bukti yang kuat bahwa implementasi
SISKOHAT menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan ibadah haji
mulai dari pelayanan pendaftaran, pelayanan pembatalan pendaftaran,
pelayanan pelunasan, pelayanan penyelesaian dokumen, pelayanan

informasi hingga pelayanan pemberangkatan dan pemulangan jemaah

haji.
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini mengacu

pada teori model Van Meter dan Van Homn (dalam Nugroho, 2006:128)

bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan

publik, implementor dan kinerja kebijakan publik. Sementara itu,

Dwiyanto (2009:38) bahwa model implementasi kebijakan dari Van

Meter dan Van Horn menetapkan enam varigbel yang dapat

mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan.

1.

Standar dan Sasaran Kebijakan, Van Meter dan Van Horn (dalam
Dwiyante, 2009) menyatakan bahwa standar dan sasaran kebijakan
pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau
kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, jangka
pendek, menengah atau jangka panjang. Kejelasan dan sasaran
kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir
program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari
kebijakan atau program yang dijalankan.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari lapangan untuk
menganalisis  implementasi SISKOHAT Gen-2 dalam
penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau, penulis akan mencoba mengemukakan
bagian-bagian terpenting yang menyangkut seluruh akftivitas yang
menopang efektivitas penerapan SISKOHAT pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Pertama, Pemahanan
tentang maksud umum suatu standar dan tujuan/sasaran kebijakan

yang menurut Van Meter dan Van Homn (dalam Widodo, 2006)
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adalah penting karena bagaimanapun juga implementasi kebijakan
yang berhasil bisa jadi gagal ketika para pelaksana (officials) tidak
sepenuhnya menyadari terhadap standar yang digunakan dan
tujuan/sasaran kebijakan yang akan dicapai.

Penelitian yang dilakukan Subadi (2013) mengemukakan hasil
penelitiannya bahwa fakfor-faktor yang  mempengaruhi
implementasi kebijakan pc;la_yanan haji dengan meﬁggunakan
dimensi implementasi model Edward HI yaitu: 1) Komunikasi,
dengan indikator adanya sosialisasi, adanya keragaman dalam
saluran komunikasi, terdapat konsistensi dalam penyampaian
pesan/perintah. 2) Sumberdaya, dengan indikator staf yang kurang
memadai, informasi mengenai cara kerja dan kepatuhan, wewenang
yang diterima serta ketersediaan fasilitas. 3) Disposisi, dengan
indikator pengangkatan birokrat yang berkompoten dan pemberian
insentif. 4) Struktur birokrasi, dengan indikator adanya prosedur
standar pelaksanaan kebijakan, terdapatnya kerjasama dan
koordinasi antara petugas manasik haji.

Sedangkan penelitian yang dilakukan saat ini selain
mengadopsi teori implementasi kebijakan model Van Meter dan
Van Hom yang meliputi enam vaiabel, penggunaan layanan
informasi dengan menggunakan teknologi informasi dan
komunikasi juga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari
optimalisasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada Kantor

Kementerian Agama Kabupaten Malinau, dengan
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mengaktualisasikan penggunaan aplikasi SISKOHAT Gen-2, yang
kemudian dituangkan dalam enam prinsip pelayanan yaitu
mengedepankan kepentingan calon jemaah haji, pemenuhan rasa
keadilan, memberikan  kepastian,  prinsip efisien dan
profesion_a_lisme, prinsip service oriented serta mengedepankan
sahﬁya i-badah.

Secara spesifik pemerintah membangun SISKOHAT sebagai
sebuah kebijakan untuk mempermudah pelayanan penyelenggaraan
ibadah haji tidak lain adalah karena negara menjamin kemerdekaan
tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan
untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal
29 ayat (2) UUD NRI 1945). Dalam rangka melaksanakan
tanggung jawab negara dalam menjamin kemerdekaan warga
negaranya, untuk beribadah menurut agamanya masing-masing
khususnya melaksanakan rukun Islam yang ke lima bagi warga
negara yang beragama Islam, maka ditetapkanlah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
(bagian Menimbang huruf 2 UU No. 13 Tahun 2008). Dalam pasal
10 disebutkan Pemerintah sebagai penyelenggaraa ibadah haji
berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyeleggaraan ibadah
haji meliputi penetapan BPIH; pembinaan ibadah haji; penyediaan
akomodasi yang layak; penyediaan transportasi; penyediaan
konsumsi; pelayanan kesehatan; dan/atau pelayanan administrasi

dan dokumen. Selain itu, kebijakan pendaftaran. haji dibuka
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sepanjang tahun dengan menerapkan prinsip first come fierst served
sesuai dengan nomor urut porsi yang telah terdaftar dalam
SISKOHAT Kementerian Agama, sesuai dengan mekanisme
pendaftaran yang telah diatur berdasarkan standar operasional
prosedur. Oleh karena itu, baik lembaga pemerintah maupun swasta
(perusahaan) agar tercapai visi, misi dan tujuannya, maka
dibutuhkan standard operating procedure sebagai aturan, alur serta
sistem yang tersusun dengan rapi, singkat, lengkap dan jelas.

Penetapan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan
penyelenggaraan ibadah haji merupakan pemandu dalam rangka
melaksanakan  kebijakan  dengan mengimplementasikan
SISKOHAT Gen-2 yang secara linier rtiempengamhi kinerja
pegawai dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, karena
kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar
dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
yang harus dilaksanakan di tingkat daerah dengan model pemetaan
top downed atau lebih pada mekanisme paksa dari pada
mekanisme pasar, artinya bahwa standar dan sasaran kebijakan
diimplementasikannya SISKOHAT Gen-2 pada tingkat Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malina, merujuk kepada
kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama pusat.

Pada musim haji Tahun 2017 Pemerintah menetapkan
kebijakan melalui Surat Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji

dan Umroh Nomor 140 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
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Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Tahun
1438H/2017M. Dalam surat keputusan tersebut dinyatakaﬁ bahwa
pembayaran pelunasan biaya haji reguler Tahun 2017 dapat
dilakukan di tempat pembayaran setoran awal bagi bank yang
menjadi BPS-BPIH. BPS BPIH dimaksud antara lain: yaitu: 1. BRI
syariah,'z;,BNI Syariah,A_3._.’-Ban_kSyaﬂah Mandiri (BSM), 4. Bank
| Muamaiat‘,' 5. Bank Mega Syariah, 6. BTN Unit Usaha sya:iah, 7.
BPD Aceh ﬁMt Usaha Syariah, 8. BPD Sumut Unit Usaha Syariah,
9. BPD Nagari Unit Usaha Syariah, 10. BPD Riau Unit Usaha
Syariah, 11. BPD Sumsel Babel Unit Usaha Syariah, 12. BPD DKI
Unit Usaha Syariah, 13. BPD Jateng Unit Usaha Syariah, 14. BPD
Jatim Unit Usahd Syariah, 15. Bapk Panin Syariah, 16. Bank
Permata Syariah, 17. Bank CIMB Niaga Syariah.
SISKOHAT Gen-2 merupakan suatu sistem pelayanan secara
online dan Real Time antara 17 Bank Penerima Setoran Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) dan Kantor

Kementerian Agama di 34 Provinsi di seluruh Indonesia dengan

pusat komputer Kementerian Agama. SISKOHAT Gen-2
mencakup dukungan terhadap seluruh prosesi pelayanan
penyelenggaraan haji, mulai dari pelayanan pendaftaran haji,
pelayanan pembatalan pendaftaran haji, pelayanan penyelasian
dokumen, pelayanan pelunasan sampai dengan proses
pemberangkatan/Embarkasi dan proses kepulangan ke Tanah Air/

Debarkast.
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memberikan

pelayanan kepada calon jema'ah haji, semua penetapan kegiatan
yang dilakukan dalam organisasi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau melakukan suatu tindakan berdasarkan
kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karg:na pada
dasarnya kebijakan digunakan sebagai peraturan _jrang tldak bisa
diubah oleh organisasi, tetapi -harus digunakan sebagai sﬁmber atau
landasan pelaksanaan operasionalisasi penyelenggaraan ibadah
haji.
. Sumberdaya, menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial
dan sumberdaya manusia untuk melaksanakan program atau
kebijakan. SISKOHAT sebagai alat kerja dalam pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji tidak akan berfungsi optimal tanpa
didukung sarana dan prasarana, seperti kantor yang representatif,
ruangan yang kondusif, serta perangkat keras seperti meja kerja dan
komputer serta perangkat lunak misalnya jaringan infernet yang
mendukung dan berdempak pada kepuasan. Disamping itu,
sumberdaya manusia juga sangat memegang peranan penting
dalam membangun sistem yang lebih kompetetif dalam
menjalankan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Namun
kebijakan tidak akan dapat diterapkan secara maksimal fanpa
dukungan kompetensi dari para pelaksana.

Selain itu, untuk menunjang kompetensi para pelaksana harus

ada sarana dan prasarana. Karena sarana dan prasarana adalah dua .
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hal yang saling terikat sebagai alat penunjang keberhasilan suatu

proses yang dilakukan oleh lembaga dalam mewujudkan tujuan

yang telah ditetapkan. Apabila kedua hal ini tidak tersedia maka
seluruh proses pelayanan publik akan tesendat dan tidak akan
mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana.

Sarana dan Prasarana yang digunakan untuk meD@jaﬁg_'
keberhiasilan implementasi SISKOHAT pada Kantor I{eménfeﬁaﬁ, |
Agama Kabupaten Malinau, paling tidak ada 6 (enam)r item saréna
dan prasarana penunjang yaitu:

a. Gedung atan ruang SISKOHAT yang sudah memadai, dengan
2 unit komputer server sebagai pusat pengelolaan database
jamaah haji, serta fasilitas pendukung untuk keamanan dan
kenyamanan pengoperasian SISKOHAT.

b. Perangkat komputer, pada awal pengoperasian SISKOHAT
didukung dengan komputer PC (Personal Computer)
menggunakan mesin dengan kecepatan pengoperasian sistem
yang maksimal di eranya, yaitu menggunakan era komputer
mini SISKOHAT dengan mesin AS/400 sebagai masa
dimulainya pengoperasian SISKOHAT. Host SISKOHAT ini
sebagai pengendalian utama suatu jaﬁﬁgan di mana semua
proses pengolahan data berlangsung memakai CDP
(centralized data process) yaitu sistem komputer, proses dan
support terpusat di satu tempat. Dalam perkembangan

tekhnologi komputer SISKOHAT menggunakan mesin yang
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berbasis intel dengan menggunakan sistem host SISKOHAT
VPN (Virtual Private Network) yang bisa diakses dengan
menggunakan internet.

. Switch Hub, merupakan alat jaringan komputer sebagai central
atau pusat untuk men_lbagi koneksi yang saling terhubung
&eﬁgan port-port l-a'_u.myauhttﬂ( dapat meng_konel‘(sikan-scbuah
| komputer satu dengan kqmputgf lainnya.

. Rooter, router juga merupakan penghubung dalam jaringan
komputer. Sama seperti switch dan hub, router juga berfungsi
sebagai alat untuk mentransfer paket data dari satu port ke port
yang lain. Perbedaannya adalah, Switch dan Hub cenderung
digunakan sebagai penghubung dalam jaringan lokal/LAN
(Local Area Network), sementara roufer dibuat sebagai alat
perluasan dari jaringan LAN ke jaringan WAN (Wide Area
Network) dan MAN (Metropolitan Area Network). Router
digunakan dalam jaringan berbasis teknologi protokol TCP/IP.
Router jenis ini disebut IP Rowter. Router digunakan untuk
memperluas jaringan data yang kecil ke jaringan yang luas.
Contohnya dari jaringan LAN, oleh router diperluas menjadi
jaringan berbasis Internet .

. Kamera, sebagai élat penunjang pcngambiian gambar/foto
secara langsung dalam sistem biometrik. Dengan adanya foto

biometrik keamanan dan keaslian data calon jamaah haji dapat

terjamin.
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f. Finger Print, adalah aplikasi yang di desain untuk memenuhi
kebutuhan data yang cepat dengan menggunakan verifikasi
sidik jari ataupun RFID (Radio frequency identification), yaitu
teknologi  untuk  mengidentifikasi  sesuatu  dengan
menggunakan frekuensi radio. Manfaat dan kc_agunaan
_fcknol_ogi ini digunakan untuk menyediakan mfoma31 -_yang

| akurat secara otomaﬁs untuk menghemat waktu dan Vbi‘aj(a
sehingga kesalahan-kesalahan dalam proses peﬁgolahan data
dapat diminimalisir secara signifikan.

Sehingga dengan demikian bahwa kelengkapan fasilitas
serta sarana prasana di ruang Sistem SISKOHAT sangat
mempengaruhi efektivitas kinerja pegawai/operator dalam
menghasilkan pelayanan yang prima serta keakuratan
informasi yang diterima oleh seluruh masyarakat. Dengan

" ruangan yang kondusif, dan perangkat komputer serta
komponen yang mendukung seperti, kamera, finger print,
rooter, switch hub, printer, sambungan internetf, merupakan
satu kesatuan yang saling terintegrasi dalam menghasilkan
kualitas ketepatan pengumpulan data serta penyajian data.

Sejalan dengan uraian di atas, Kantor Kementerian Agama

. Kabupaten Malinau telah melaksanakan tugas dan fungsinya

sebagai penyelenggara kebijakan dengan penerapan SISKOHAT

Gen-2 dalam melakukan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji

di era digitalisasi saat ini.
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Selain proses pelayanan pendaftaran haji, pembatalan,
penyelesaian dokumen dan pelunasan BPIH yang menggunakan
ststem teknologi informasi dan komunikasi, berhaji di era digital
diwarnai dengan kehadiran berbagai alat komunikasi berupa
hendphone sebagai alat komunikasi untuk melakukan percakapan
jarak jauh yang dilengkapi dengan fasilites untuk mengirim berita
rmgkas Seharusnya suﬁbefdaya :tetse‘but dapat dlgunakan oleh
para célon jemaah haji untuk- memperoleh informasi tetkaitr tahun
keberangkatan tanpa harus datang ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau. Calon jemaah haji dapat menyampaikan atau
mengirimkan nomor porsi baik melalui SMS .atau Whatsdpp,
maka dengan cepat operator membuka aplikasi SISKOHAT Gen-
2 dan memasukkan nomor porsi, maka terlihatlah tahun
kcberapgkatan setiap calon jemaah haji. Namun lagi-lagi fasilitas
tersebut hanyalah sebagai barang antik yang berada di saku
ataupun digenggaman saja. Padahal secara spesifik seperti
dinyatakan oleh ‘Ruyani (2013) dalam penelitian terdahulu yang
memaparkan analisisnya bahwa salah satu konsep yang
mengidentifikasi kualitas pelayanan adalah SERVQUAL yakni
dengan menggunakan model RATER: Reliability, Assurance,
Tangibless, Empaty, Re&pansiveness.

3. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk paﬁa mekanisme
prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan

program. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya
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saling dukung antar institusi yang saling berkaitan dengan
program/kebijakan. Penyelenggaraan ibadah haji adalah bersifat
nasional dan menjadi tanggungjawab pemerintah dalam hal ini
dilaksanakan oleh Kementerian Agama mulai tingkat pusat sampai
tingkat daerah. Namun penyelenggaraan ibadah haji tidak akan
berjalan maksimal tanpa didukuﬁg oleh lembaga pemerintah
lainnya sebagai stakeloder. Sébqgai contoh -pend_aftar_a.n r'calon
jemasah haji tidak akan berjalan tanpa ada bukti setoran awal BPIH
dan nomor validasi dari BPS BPIH, demikian pula penyelesaian
dokumen perjalanan seperti paspor, calon jemaah haji tidak akan
dapat diberangkatkan jika paspor tidak dikeluarkan oleh Kantor
Imigrasi dan update ke dalam SISKOHAT, untuk mengetahui
calon jemaah haji sehat atau sakit pegawai Kantor Kementerian
Agama tidak punya kewenangan untuk melakukan pemeriksaan
kesehatan, akan tetapi yang punya tugas untuk memeriksa
kesehatan calon/jemaah haji adalah petugas kesehatan. Apabila
komunikasi ini dijalankan oleh Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau tentu akan berdampak pada kesuksesan
penyelenggaraan ibadah haji.

Ketika dihubungkan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab pelaksana kebijakan dalam melakukan komunikasi apabila
terjadi trauble sistem pada SISKOHAT maka yang harus dilakukan
oleh operator atau pengguna adalah menyampaikan permasalahan

kepada admin SISKOHAT ke Direktorat Jenderal Penyelenggaraan
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Haji dan Umrah Kementerian Agama pusat. Demikian pula jika
terjadi perbedaan identitas calon jemaah haji antara dokumen BPIH
dan dokumen Paspor maka pihak Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau melakukan komunikasi dengan pihak imigrasi
selaku 1emba_g;1 yang bertanggung jawab atas penerbitan paspor.
Karena _l;étika paspor di update ke dalam SISKOHAT maka
terjihaf_: dengan jelas perbedaan data calon jemaah ha_|1 Sebagai
contoh pada tahun keberangkatan 1438H/2017M terdapat beberapa
calon jemaah haji Kabupaten Malinau yang datanya berbeda antara
dokumen BPIH dan dokumen Paspor, pertanyaannya kemudian
apakah perbedaan data tersebut dapat mengakibatkan terjadinya
pembatalan keberangkatan calon jemaah haji?. Jika melihat kasus
tersebut secara mendalam ada komunikasi yang tidak berjalan saat
calon jemaah haji melakukan pendaftaran haji dan pada saat
membuat paspor, dan apabila kondisi seperti ini tidak diselesaikan
maka dimungkinkan calon jemaah haji tersebut tidak bisa
diberangkatkan.

Oleh karena itu, upaya penyelesaian perbedaan data tersebut,
maka berdasarkan data yang diperoleh peneliti sesuai surat edaran
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah perihal Penyelesaian
Paspor jemash haji pada point I angka (18) Dalam hal terjadi
perbedaan data jemaah saat pendaftaran dengan data jemaah dalam

paspor atau dokumen pendukung lainnya, agar Kantor Kementerian
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Agama Kabupaten/Kota melakukan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Melakukan klarifikasi terkait perbedaan data khususnya terkait
perubahan nama dan selanjutnya dibuat Berita Acara
Pemeriksaan (BAP);

b. Meiépgrkan hasil BAP ke Direktorat pelayanan Haji dalam

Negeri Cq. Subdit Péudaﬁamﬁ Haji;

c. Khusus untuk perbedaan data jemaah haji. terkait dengan
perubahan nama yang signifikan maka BAP harus dilengkapi
dengan salinan putusan pengadilan sesuai dengan Undang-
Undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006;

d. Hasil BAP dan fotocopy putusan pengadilan harus disertakan
dalam pengiriman paspor ke Direktorat Pelayanan Haji dalam
Negeri Cq. Subdit Dokumen dan Perlengkapan Haji.

Dengan mengikuti petunjuk dari  Direktorat Jenderal
Penyelenggraaan Haji dan Umrah di atas, jemaah haji yang berbeda
datanya akhirnya dapat diberangkatkan pada Tahun 2017, dalam
konteks ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau telah
mengimplementasikan model komunikasi efektif.

Model komunikasi efektif memberi gambaran bagairnana
bentuk komunikasi yang harus dilakukan oleh pegawai/pelaksana
kebijakan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat khususnya
calon jemaah haji. Calon jemaah haji apabila ingin berurusan

dengan pegawai pada seksi penyelenggaraan haji dan umrah Kantor
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Kementerian Kementerian Agama Kabupaten Malinau, maka siklus
alur komunikasi yang digunakan untuk memperoleh pelayanan
yang maksimal, harus memiliki kekuatan informasi vang valid
dengan keakuratan pesan yang diterima serta dapat dipertanggung
jawabkan dan imfactnya adalah kepuasan.

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif dan

éﬁsien_, ';henurut Van Horn dan Van Mater (dalam~Wido'd-6 1974)

apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu
(implementors), yaung bertanggung jawab atas pencapaian standar
dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus
dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam
kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan
tentang apa menjadi standar dan tujuan harus Kkonsisten dan
seragam (conmsistency and uniformity) dari berbagai sumber
informasi.

Sejalan dengan konsep kebijakan secara efektif dan efisien
yang digambarkan Van Meter dan Van Horn di atas, Subadi (2013)
dalam penelitian terdahulu, bahwa implementasi kebijakan
khususnya pelayanan haji -lebih ditekankan pada aspek persyaratan
dan prosedur pendaftaran haji serta pembinaan calon jemaah haji
réguler berdasarkan beberapa dimensi yaitu dimensi kepatuhan
implementor dalam menjalankan kebijakan pendaﬁaran haji,

diperlukan komunikasi yang efektif antara implementor dengan
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pclaksana sehingga pelaksanaan rutinitas aparat dapat berjalan
dengan baik dan lancar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk terlaksananya
penyelenggaraan ibadah haji bagi calon/jemaah haji yang tertib,
aman dan lancar, maka Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau, selain komunikasi infensif dalam lingkup internal
organisasi ditingkaﬂtan, juga dilaicukaﬁ _komunikasi scqara_.'\wé{'bal
dengan lembaga/instansi terkait fang memiliki tujuan yang sama
dalam prinsip pelayan kepada publik.

. Karakteristik agen pelaksana, Van Meter dan Van Horn (dalam
Dwiyanto, 2009) menunjuk seberapa besar daya dukung struktur
organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan komunikasi
yang terjadi di internal birokrasi. Sementara itu terkait dengan
struktur birokrasi Edwar III (dalam Dwiyanto, 2009) menjelasakan
bahwa seberapa jauh rentang kendali antara pucuk pimpinan dan
bawahan dalam struktur organisasi pelaksana, artinya semakin jauh
rentang kendali yang dimunculkan maka semakin rumit, birokratis
dan lambat untuk merespon perkembangan program.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau selaku
. pelaksana kébijakan penyelenggaraan it;adah ‘haji  melalui
penggunaan SISKOHAT Gep-2 harus mampu memposisikan
sebagai institusi pelaksana yang memang pantas mendapatkan
amanah dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan ibadah

pada tingkat Kabupaten Malinau, Akan tetapi semua itu tidak akan
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3
tercapai  bila dukungan komunikasi internal organisasi tidak
berjalan dengan baik antara pimpinan dan pegawai/pelaksana.

Sementara itu, Abdul Latif (2010) lebih menekankan pada
peningkatan penggunaan SISKOHAT yang memiliki pengaruh
secara timbal balik bagi kepuasan pengguna serta memberi
peﬁgaruh besar pada dampak individual dan dampak organisasi.

.' chiz:i kategori Organisasi yaita visi, misi dan ‘s'trlateg'i-
organisasi, dukungan fop manajemen, pelatih-an pegawai,
pendanaan dan waktu (budget and time), peraturan dan kebijakan,
dan dokumentasi. Pada environment (lingkungan), terdapat budaya
sosial, legalitas dan awarness. Terakhir pada kategori people
(pengguna atau SDM), terdapat kategori Kemampuan staf dengan
teknologi dan staf teknis.

Jika dikaitkan dengan penerapan SISKOHAT pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, maka konsep sistem
informasi manajemen dan penekanan prilaku keorganisasian,
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Kementerian Agama sebagai organisasi/lembaga pelaksana
kebijakan yang secara linier dilaksanakan pada tingkat Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau dalam hal penyelenggaraan ibadah haji
tidak dapat berjalan sendiri, akan tetapi didukung oleh istansi

terkait selaku stakeholders, seperti pada proses pelayanan
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pendaftaran haji calon jemaah haji harus memiliki nomor validasi

yang dikeluarkan oleh Bank Penerima Setoran Awal Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji, dalam hal istitho’ah kesehatan
jemaah haji maka harus mendapatkan penanganan intensif dari
Dinas Kesehatan, selanjutnya t_erkait peflindungan petjalanan
jemaah haji ke Arab Saudi, maka calon/jemash haji harus memiliki
‘dokumen. paspor yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, demikian
pula dengan keamanan selama dalam perjalanan, Kantor
Kementerian Agama melakukan koordinasi dengan kepolisian
setempat.

Oleh karena itu, dalam mengorganisir proses p;anyelenggaraan
ibadah haji ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
mengacu pada empat faktor yaitu perencanaan yang matang,
organisasi yang terorganisir, pelaksanaan yang terarah dan
pengawasan yang bertanggungjawab.

Secara internal organisasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau selaku pimpinan intansi dan pemegang otoritas
kebijakan yang dilaksanakan, memiliki kewenangan untuk
memberi dan mengarahkan seluruh pegawai dalam pencapaian
tujuan organisasi, khususnya pegawai pada Seksi Penyelenggaraan
Haji dan Umrah harus patuh dan tunduk dengan aturan yang
dikeluarkan oleh kepala Kantor selaku implementor.

. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, Van Meter dan Van Hom

(dalam Dwiyanto, 2009) menunjuk pada lingkungan dalam ranah
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implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi
kebijakan itu sendiri.

SISKOHAT Gen-2 sebagai alat kerja penyelenggaraan ibadah
haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, harus
memberi warna baru dalam proses pelayanan kepada masyarakat.
Warna baru diméksud adalah ketepatan sasaran dan kcééﬁété._n_ )
pi:oses pclayanan, karena ke_tika masfarakat melakui(én ‘penc.laf'ta-ra_r.l -
maka yang diingikan oleh masyarakat adalah memperoleh nomor
porsi yang dicetak melalui SISKOHAT Gen-2, bukti sah sebagai
calon jemash haji. Dengan demikian maka status sosial calon
jemaah haji yang baru mendafatar saja sudah terangkat apalagi jika
benar-benar sudah menunaikan ibadah haji. Dari sisi ekonomi juga
sangat berdampak pada animo masyarakat muslim yang melakukan
pendaftaran terbukti sesuai data yang diperoleh peneliti bahwa
waiting list/daftar tunggu calon jemaah haji Kabupaten Malinau per
Agustus 2017 telah mencapai 554 orang atau jika diestimasikan
semua bisa berangkat sekitar 11-12 tahun kemudian.

Dalam konteks lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat
Kabupaten Malinau dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang
sejahtera. Kategori tersebut dilihat dari tingkat antusias dalam
melakukan pendafatran, baik yang masth muda maupun yang sudah
uzur, terbukti berdasarkan data yang diperoleh bahwa dampak
ibadah haji terhadap status sosial sangat berpengaruh. Hal tersebut

dapat dilihat dalam 4 (empat) faktor: Pertama, bahwa
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keberagamaan haji secara baik ditentukan oleh latar belakang
keagamaan, kesadaran dan motivasi. Ke dua, haji berdampak
terhadap status sosial jika dilihat dari tiga aspek: (1) predikat haji,
sebagai simbol keagamaan, simbol pergaulan sosial dan simbol
identitas sosial; (2) sebagai simbol prestise sosial dan gaya hidup;
(3) peran sosial kemasyarakatan. Ke tiga, haji fnenjadj é;}imber
eneré_i dan motivasi bagi masyarakat agar berusaha atas dasar
prinsip-prinsip etos kerja, eﬁsiensi, optimalisasi, prosedural atau
halal, Ke empat, kesadaran masyarakat beribadah haji mengalami
terus peningkatan dikarenakan tiga faktor: (1) sosialisasi dakwah
supaya semakin intensif dan semakin meluas sasarannya yang
berdampak terhadap kesadaran masyarakat mematubi kewajiban
agama; (2) kehidupan sosial yang menjadikan haji sebagai simbol
status sosial dan prestise sosial; (3) kemajuan ekonomi yang
berdampak terhadap motivasi dan kesadaran masyarakat untuk
beribadah haji.

Penyelenggaraan ibadah haji adalah serangkaian proses yang
dilakukan oleh calon jemaah baji yang difasilitasi oleh
Kementerian Agama khususnya Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, mulai dari proses mendaftar sampai pada
keberangkatan serta kepulangan jemaah dari ibadah haji ke tanah
air, berdasarkan UU No 13 pasal 2 ayat 1 penyelenggaraan ibadah

haji mencakup kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan.
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Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Misbachul Munir
(2013) terkait dengan perancangan arsitektur SISKOHAT dengan
menggunakan kerangka Zachman mampu memotret dengan detail
aset-aset yang dirancang dari sudut pandang perencana, pemilik
dan pembangun, sehingga dalam pembangunan SISKOHAT
menjadi efektif dan efisien serta sgIaras dengan kondisi yéné ada.
Dari penelitian tersebut berbandiﬁg lurus dengan pé-nelit.ia.r.i'yéng
sedang dilakukan peneliti saat ini, di mana penerapan SISKOHAT
dengan menggunakan  SISKOHAT Gen-2 yang memiliki
keunggulan fitur-fitur yang aplikatif adalah untuk mengakomodir
kepentingan masyarakat dalam rangka menjamin ketenangan dan
kenyaman dalam menjalankan ibadah, karena semua kebutuhan dan
kepentingan calon jemaah haji tarcakup dalam berbagai aplikasi
SISKOHAT Gen-2, seperti informasi updare nama, informasi
waiting list dan informasi pelunasan.

Sehingga dengan demikian dapat diambil sebuah makna
konkrit bahwa ketenangan dalam menjalankan ibadah haji adalah
menjadi sumber elitisme religious karena dipandang telah
mencapai kesempurnaan menunaikan rukun Islam. Gelar “Haji”
membawa konsekuensi politik karena untuk mendapatkan gelar
tersebut dibutuhkan modal keagamaan dan modal ekonopai yang
kuat.

. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi

variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa
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demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan
lingkungan. Sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dalam
melaksanakan tugas tentu menjadi faktor yang sangat berpengaruh
terhadap berhasilnya suatu kebijakan yang dtetapkan. Jika seorang
operator SISKOHAT tidak mampu dan tidak mengetahui secara
paripurna komponen yang ada dalari éplﬂcési _SISKOHA’f_GeﬁQ
akan’ ﬁlétijadi fakto; _7 lemahnya manajemen | brgéﬁiéasi
penyelengéara ibadah haji. Dukungan pelaksana/operator yang
ditugaskan dalam mengaplikasikan SISKOHAT Gen-2 pada Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinan memiliki kemampuan dan
telah melaksanakan tugas pelayanan sesuai prosedur yang telah
ditetapkan oleh organisasi.

Diimplementasikannya SISKOHAT Gen-2 menjadi arah baru
dalam percepatan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji baik
tingkat Pusat, Provinst maupun Kabupaten/Kota. Jika dibandingkan
dengan SISKOHAT Gen-1, SISKOHAT Gen-2 memiliki
keunggulan sehingga keberterimaan para pengguna/operator lebih
cepat, karena selain berbasis online juga realtime.

Misbachul Munir (2013) dalam penelitian terdahulu lebih
menekankan pada epam aktivitas utama dari SISKOHAT yaitu
pendaftaran, pelunasan, pemrosesan dokumen, operasional di Arab
Saudi dan pemulangan. Adapun proses pembangunan aplikasi
SISKOHAT yang dikaji masih berbasis pada perangkat keras

server utama dengan menggunakan mesin IBM AS/400 dan sistem
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operasinya OS/400, dengan bahasa pemrograman adalah RPG
(Report Program Generator). Sedangkan pada hasil penelitian
yang peneliti lakukan sekarang lebih menekankan pada analisis
variabel implementasi model Van Meter dan Van Horn serta
peningkatan kualitas layanan informasi berbasis online dan offline.

Bdward I (dalam Widodo, 2006) menegaskan bahwa
keberhasilan implemenntasi kebijakan Bukan hanya diténu_ika_ﬁ oleh
sejauh mana para pelaku kebijakan (implementors) menge@ui apa
yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, tetapi juga
ditentukan oleh kamauan para pelaku kebijakan dan memiliki
disposisi yang kuat terhadap kebijakan yang sedang
diimplementasikan. Sedangkan menurut Van Meter dan Van Horn
(dalam Widodo, 2006) lebih merinci kedalam tiga macam elemen
respon yang dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk
melaksanakan suatu kebijakan, yaitu pengetahuan (cognition),
pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding)
terhadap kebijakan; arah respons mereka apakah menerima, netral
atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection); intensitas
terhadap kebijakan.

Model dari Van Meter dan Van Horn dalam pembahasan ini
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan merupakan model
kompleks, dimana satu variabel dapat mempengaruhi variabel yang

lain, seperti:
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a. Variabel sumberdaya dapat mempengaruhi lingkungan sosial
dan ekonomi.

b. Variabel sumberdaya dapat mempengaruhi komunikasi antar
badan pelaksana.

c. Variabel lingkungan sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi

sikap pelaksana. .

d. Vaﬁal-bel.iingkungan sosial da;l- ckonomi dapat mempengéru]ji‘
kinerja kebijakan.

e. Komunikasi antar badan pelaksana memiliki hubungan yang
saling mempengaruhi dengan karakteristik badan pelaksana.

f.  Komunikasi antar badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap
pelaksana.

g. Karakteristik badan pelaksana dapat mempengaruhi sikap
pelaksana.

h. Karakteristik badan pelaksana juga dapat mempengaruhi
kinerja kebijakan secara langsung.

Hubungan yang saling terkait dan kompleks di atas memang
amat dirﬁungkinkan terjadi dalam ranah implementasi kebijakan, di
mana implementasi kebijakan berjalan secara /inier dari kebijakan
 publik, implementor dan kinerja kebijakan publik.

Oleh karena itu, sejalan dengan makna implementasi kebijakan
Van meter dan Van Horn, maka kebijakan SISKOHAT yang telah
ditetapkan menjadi sebuah keharusan untuk dilaksanakan oleh para

pelaksana di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau,
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sehingga data calon jemaah haji dapat diclah secara tersistem
sesual urut kacang dengan prinsip first come first served, yang
dilakukan sepanjang tahun dan dapat dhnonitor serta dikendalikan
setiap saat secara real time.
prinsip first come first served maksudnya, calon jemaah haji
yang mendaftar duluan, dia harus berangkat lebih dlﬂu._D_énggn
kata lam, éisft;ﬁiﬁya adalah' urut kacang dan waktu péndaﬂé:ahr;ya
tidak terbatas. Sistem ini mulai dilakukan sekitar Tahun 2005
setelah keinginan masyarakat untuk berhaji semakin banyak.
Menurut penulis bahwa sistem ini dipandang lebih adil, karena
calon jemaah haji merasa ada kepastian kapan dia akan berangkat.
Walaupun pada kenyataannya, sistem ini tetap menimbulkan
tantangan baru, yaitu semakin lamanya antrian calon jemaah haji
untuk berangkat haji karena animo masyarakat yang mendaftar
terus meningkat.
b. SISKOHAT dan Prinsip Pelayanan Ibadah Haji
1. Optimalisasi pelayanan penyelenggaraan ibadah haji
Peningkatan pelayanan publik merupakan isu sangat esensial dalam
diskursus yang berkembang tentang pemerintahan yang baik (good
governance). Isu tersebut berkaitan dengan pola hubungan ideal antara
pemerintah dan masyarakat, di mana nilai-nilai keadilan dan
kemanusi@ menjadi landasan utama.
Dalam perspektif administrasi publik, persoalan manajemen

pelayanan haji berkaitan dengan bagaimana Kantor Kementerian
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Agama Kabupaten Malinau mampu memberikan kualitas pelayanan
yang dapat memuaskan masyarakat. Hal ini dapat terpenuhi apabila
mesin birokrasi berjalan secara efektif dan efisien.

Penyelenggaraan pelaksaan ibadah haji sebagai salah satu bentuk
pelayanan publik telah lama menjadi isu penting yang mengundang
banyak perhatian }Jerbagai pihak. Perhatian tersebut berkisar terutama
pada masalah penyelenggaraan yang dinilai kurang optimélf
Kementerian Agama sebagai penyelengara formal menjadi sasaran
kritik yang berkembang di tengah masyarakat. Dan di antara kritik-
kritik yang muncul selama ini adalah berkenaan dengan masalah-
masalah profesionalisme pelaksanaan haji, efisiensi, akuntabilitas dan
selanjutnya tentu saja tingkat kepuasan dan kenyamanan jemaah haji.

Berangkat dari penjelasan di atas, dalam rangka meningkatkan
pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau telah mengalami perubahan yang sangat
drastis seiring dengan perubahan waktu, maka sejalan dengan
peningkatan kualitas pelayanan. Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau sebagai penyelenggara telah melakukan beberapa
perubahan seperti penetapan standar operasional prosedur sebagai
acuan dan petunjuk pelaksanaan tugas.

Dalam peningkatan pelayanan dan kualitas penerapan standar
operasional prosedur pendafiaran haji pada Seksi Peneyelenggaraan
Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

telah menerapkan secara bertahap dan konsisten 6 (enam) prinsip
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pelayanan penyelenggaraan ibadah haji, yang meliputi: 1)
mengedepankan keper%tingan calon jemaah haji; 2) pemenuhan rasa
keadilan; 3) memberikan kepastian; 4) prinsip keadilan dan
profesionalisme; 5) prinsip service oriented, 6) mengedepankan
sahnya ibadah. _

Secara sederhana dapat dikatakan béhwa mendahulukan keﬁﬁasan
pelanggan éd_ﬁlah i’tikad yang menéagquan, tetapi itu akan lebih
dari kata-kata jika ada strategi pelayanan yang semestinya. Straegi
pelayanan adalah bagian sentral strategi bisnis yang juga meliputi
keuntungan, pasar dan teknologi. Dalam penyelenggaraan ibadah haji
SISKOHAT adalah teknologi informasi dan merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari manusia yang mengendalikannnya. Pelayanan
pendaftaran haji pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau dalam melakukan pelayanan tidak terlepas dari teknologi ini.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa sebelum calon
jemaah haji melakukan pendaftaran dan mendapatkan noﬁlor porsi
dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, terlebih dahulu

calon jemaah baji membuka rekening tabungan pada Bank Penerima
Setoran BPIH. Adapun persyaratan dan prosedur pembukaan rekening
yakni dengan mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan besaran
setoran awal Rp. 25.000.000,~- dan melampirkan bukti identitas diri
seperti fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta
Kelahiran, Akta Nikah dan Ijazah. Setelah persyaratan lengkap maka

bank melakukan penginputan data (swiching) nasabah/calon jemaah
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haji, kemudian terbitlah dokumen BPIH Awal yang dilengkapi dengan
nomor validasi. Dalam aturan baru pendafiaran haji setelah terbit
nomor validasi dari bank maka secara real time data calon jemaah haji
akan muncul di SISKOHAT Kementerian Agama Kabupaten
Malinau. Selanjutnya tugas Operator SISKOHAT mengimput data
calon jemash haji ke dalam aplikasi SISKOHAT untuk mendapaﬂcaﬁ
nomor porsi, dan setelah Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) _dicefék
dan diserahkan kepada pendaftar, maka secara legalitas sahlah
pendaftar tesebut menjadi calon jemaah haji, selanjutnya menunggu
tahun keberangkatan.

Peneliti dalam menganalisis data berdasarkan efektivitas
pelayanan waktu yang mengacu pada Standar Operasional prosedur
dan mengenai tindak lanjut nomor porsi haji. Pada indikator
efektivitas pelayanan yang peneliti melihat dari peningkatan prosedur
pendaftaran haji, adanya pelayanan yang baik dan berjalan dengan
lancar. Pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
dan Bank penerima setoran BPIH yang melayanani pembukaan
rekening tabungan haji dalam melakuican tahapan-tahapan pendaftaran
haji hingga pembatalan haji pada dasarnya berjalan efektif’ namun
pada tahapan pengembalian dana pembatalan pendaftaran haji ada
mengalami ketidak sesuaian antara jangka waktu yang ditetapkan
yakni 11 hari mengalami keterlambatan bahkan mencapai 1 (satu)
sampai dengan 2 (dua) bulan. Padahal secara kelembagaan telah diatur

adanya standar pembatalan pengembalian dana  Biaya
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Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) batal dan diupayakan dapat
diproses cepat dengan memanfaatkan faximile atau webmail
SISKOHAT dengan waktu maksimal.

Selanjutnya berdasarkan data yang dihasilkan selama penelitian
berlangsung diperoleh data, adanya pelayanan pendaftaran dan
pembatalan pendaftaran haji kini leb'ih. praktis, dengan penjelasan
bahwa Kementerian Agama melalui  Direktorat  Jenderal
Penyelengéaraan Haji dan Umrah, mempermudah calon jemaah haji
dalam melakukan proses pendaftaran dan pelunasan serta pembatalan
haji reguler dan dipastikan tidak dipungut biaya.

Kebijakan tersebut secara faktual diimplementasikan di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau, di mana pendaftaran haji
dipangkas dari empat tahap menjadi dua tahap sehingga membuat
proses pendaftaran menjadi lebih singkat dan mudah, calon jemaah
haji cukup membuka tabungan di Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya
Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Setelah mendapat nomor
validasi, calon jemaah bisa mengisi formulir pendaftaran haji
kemudian diimput melalui SISKOHAT Gen-2 selanjutnya cetak
nomor porsi di Kementerian Agama Kabupaten Malinau, maka proses
pendaftaran selesai.

Demikian halnya dengan proses pembatalan, juga mengalami
perubahan yang sangat drastis, leBih praktis dan tranéparan. Jika
sebelumnya calon jemaah haji ketika akan melakukan pembatalan di

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau dengan melampirkan




219
43360.pdf

persyaratan yang dipersyaratkan, setelah itu berkas dibawa ke Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi, baru ke Ditjen PHU. Sekarang
alur tersebut dipangkas atau disederhanakan yakni dengan langsung
mengirim data pembatalan pendafiaran melalui alamat Email:

subditpendaftaran. pembatalan@gmail.com tanpa harus ke Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Dengan demikian prinsip dasar dan fungsi pgngéﬁﬁmg@ﬁ;
pembangunan dan implementasi SISKOHAT Gen-2 selalu 'me.n'géc.:u
pada pelayanan haji kepada masyarakat yang meliputi sistem dan
prosedur serta mekanisme penyelenggaraan operasional haji secara
kesuluruhan, mulai masa pendafiaran, penyiapan dokumen,
pembatalan pendaftaran haji, pelunasan BPIH sampai kepada proses
pemberangkatan dan pemulangan serta pelayanan informasi kepada
masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diperoleh suatu
kesimpulan bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau di
dalam penyelenggaraan ibadah haji selalu menerapkan unsur-unsur
manajemen, karena Kantor Kementerian Agama Kabupaten
menginginkan organisasi betjalan maksimal dan mencapai tujuan
secara optimal. Dalam penerapan unsur-unsur manajemen, Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau selalu mempertimbangkan
aturan yang ada, dan Penerapan unsur manajemen yang dilakukan

pertama kali oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
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adalah sumberdaya manusia, karena sumberdaya manusia merupakan

unsur yang paling penting dalam kegiatan organisasi.

2. Layanan informasi penyelenggaraan ibadah haji melalui media
informasi online dan offline pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau.

Pada masa sekarang, manusia telah hidup pada era informasi dan
teknologi tinggi yang serba digital dan canggih. Manusia telah mampu
menciptakan alét produksi dan _komﬂnikasi yang efisien sefta
menjamin kecermatan dan kecepatan hasil secara sempurna. Dalam
konteks ini, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi seperti
internet adalah alat yang dapat dipakai untuk meningkatkan akses
publik terhadap proses penyelenggaraan negara, meningkatkan
interaksi dengan para pejabat dan pemimpin pemerintahan serta
memungkinkan rakyat mengurus berbagai macam pelayanan
pemerintah, seperti pelayanan pendaftaran haji, mengurus perijinan,
membuat KTP dan mengikuti pendidikan secara online,

Dalam konteks pemanfaatan dan penyebaran informasi melalui
teknologi informasi dan komunikasi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau telah mengalami perkembangan yang signifikan,
di mana dalam pelayanan publik penyebaran informasi berbasis data
melalui website dan kanal informasi haji lainnya telah dilakukan,
sehingga masyarakat atau calon jemaah haji dapat mengetahui
berbagai informasi tentang penyelenggaraan ibadah haji, walaupun
beberapa kanal informasi tersebut diakses melalui website haji

Kementerian Agama, namun di sisi lain sangat memberi dampak pada
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informasi yang diterima baik pegawai Kantor Kementerian Agama
sendiri maupun masyarakat secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau melalui pegawai yang membidangi masalah
penyelenggaraan ibadah haji secara bertahap telah melakukan
sosialisasi walaupun masih terbatas pa,da‘ Jace to face ketika calon
jemaah haji melakukan pendaftaran maka petugas memberi gamba_ra_n
bagaimana calon jemaah haji mengetahui perkiraan keberangkatan
dengan memberi petunjuk cara membuka website haji Kementerian
Agama yang dapat diakses dengan mudah melalui internet atau HP
android,

Media informasi secara online, terkait dengan inovasi pelayanan
haji dan umrah berbasis data, saat ini telah ada banyak layanan publik
berbasis data di SISKOHAT, ada banyak informasi yang dapat diakses
secara online oleh masyarakat pada SISKOHAT melalui website:
haji.kemenag.go.id, di antaranya data waiting list estimasi
keberangkatan haji, data Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK),
data Penyelenggara Perjalanan ibadah Umrah (PPIU), dan nominasi
jemaah haji berhak melunasi BPIH.

Media informasi secara offline, Seksi Penyelenggaraan Haji dan
Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, memiliki
media informasi yang sifatnya offline yakni windows display

information dengan content media audio visual yang dapat dilihat
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secara langsung oleh calon jemaah haji saat berada di ruang
SISKOHAT.

Satu hal yang perlu diketahui bersama bahwa sebelum
terbentuknya SISKOHAT Gen-2 banyak kendala dan permasalahan
yang terjadi dalam sistem layanan penyelenggeraan ibadah haj,
namun deéngan ada;iya program -SISKOHAT. Gen-2 merupakan hasil
evaluasi terhadap faiaksanéan peﬁyelénégaraan haji dari- tahun ke
tahun yang kemﬁdian ditindaklanjuti dengan penyempurnaan pola
pelayanan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terjadi.

Dilihat dari segi perangkat yang digunakan pada aplikasi
SISKOHAT Gen-2 khususnya di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau merupakan sistem pelayanan haji yang modern
dengan menggunakan teknologi untuk mencegah terjadinya percaloan
yang selamé ini banyak membuat pelayanan haji tidak berjalan
maksimal.

SISKOHAT tidak hanya dirancang untuk melayani pendafiaran
haji secara online saja, tetapi lebih jauh lagi mencakup dukungan
terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan haji mulai dari pendaftaran
calon haji, proses dokumen haji, proses pelunasan BPIH, persiapan
keberangkatan, monitoring operasional di Tanah Suci sampai pada
kepulangan keTanah Air.

Sebagaimana hasil penelitian diketahui bahwa database
SISKOHAT dapat diakses secara terbuka bagi kepentingan informasi

publik melalui website http://haji. kemenag.go.id maupun melalui




223

43360.pdf

terminal yang tersambung dengan jaringan SISKOHAT baik di
Kementerian Agama pusat dan daerah, instansi terkait dan Arab
Saudi. Dalam rangka informasi publik seluruh jemaah yang masuk
dalam kuota tahun berjalan dan berita perhajian dapat diakses secara
luas.

Dilatarbelakangi dengan adanya kenyataan bahwa ibadah haji
merupaken ibadsh yag diminati oleh masyarakat muslim, sehingga
dari tahun ke tahun terjadi peningkatan pendaftaran calon jemaah haji,
memunculkan dinamika dan problematika tersendiri dalam pemberian
pelayanan dan informasi yang akurat.

Maka dengan demikian diimplementasikannya SISKOHAT Gen-
5 dan media informasi baik online maupun offline telah memberi
termin positif terhadap pelayanan pcnyglenggaraan ibadah haji pada
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau.

Selanjutnya untuk mengetahui outcome dari penelitian ini, maka
penulis menyajikan satu bagan struktur sebagai usulan kepada
implementor yaitu model fop down implementasi SISKOHAT yang
secara linier dapat diterapkan pada Kantor Kementerian® Agama

Kabupaten Malinau, sebagaimana gambar 4.16:
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A.KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Implementasi Sistem

Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu pada Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Malinau? maka dapat disimpulkan sebzlagé_ii-'berikut:
1. SISKOHAT 'ada.la'h Sistéﬁl aplikasi untuk mengolah seluruh data perhajian -
yang berbasiskan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan
mengatur dan melayani proses pendaftaran, proses pembatalan
pendaftaran, proses ﬁenyelcsaian dokumen, proses pelunasan, proses
pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Implementasi SISKOHAT
Gen-2 sejak diluncurkan pada tanggal 3 April 2014, serta dengan
dikeluarkarmya Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tabun 2015 Tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, merupakan arah baru dalam
mereformasi sistem pendaftaran haji dengan melakukan penyederhanaan
yakni memangkas prosedur pendaftaran haji yang sebelumnya empat kali
menjadi dua kali, dengan penjelasan satu kali ke bank dan satu kali ke
Kantor XKementerian Agama Kabupaten Malinan. Implementasi
SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor dan kinerja
kebijakan publik dengan model pemetaan fop downed yang sejalan dengan
model Van Meter dan Van Homn yang meliputi enam variabel/indikator.

Dari enam variabel/indikator tersebut, terkait dengan Standar operasional

o
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prosedur yang digunakan, Karakteristik Agen Pelaksana, Kondisi
lingkungan Sosial dan Ekonomi, serta Disposisi Implementor sudah
berjalan maksimal.

2. SISKOHAT Gen-2 pada aspek pelayanan pendaftaran, pelayanan
pembatalan pendaftaran, pelayanan penyelesaian dokumen dan pelayanan
pelunasan BPIH, telah memberikan perbaikan pelayanan terhadap para
calon jemaah haji .dcngan indikator terlaksananj{a enam variabel mo&’éi
implementasi  kebijakan publik dan enam prinsip  pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji. Pada prinsip sahnya ibadah, belum dapat
diukur karena masih dalam tahap proses pendaftaran. Pihak penyelenggara
terus melakukan upaya perbaikan sistem layanannya sehingga terbuka
harapan untuk menjadi lebih transparan dengan mengedepankan
profesionalitas. Selanjutnya dalam rangka mendukung program layanan
informasi penyelenggaraan ibadah haji pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, terdapat dua media informasi yang digunakan sebagai
strategi dalam mengakses informasi yaitu media informasi berbasis online
dan offline.

B. SARAN

1. Diharapkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, khususnya
Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah mempublikasikan standar
operasional prosedur (SOP) yang telah disusun dan digunakan melalui
panpan informasi, sehingga calon pendaftar dapat mengetahui alur dan
mekanisme pendaflaran haji. Agar penerapan SISKOHAT Gen-2 dengan

analisis enam variabel model implementasi Van Meter dan Van Horn, dari
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enam variabel yang sudah berjalan, terdapat tiga variabel yang belum
maksimal dalam penerapannya yaitu: 1) Sasaran kebijakan, di mana
kebijakan pendaftaran haji khusus disarankan terakomodir dalam
SISKOHAT Gen-2 yang diimplentasikan pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinan. 2) Sumberdaya, dari sisi sumberdaya
manusia/pengguna/operator yang mengopcrasikém SISKOHAT Gen-i,_
masih adanya content éplikasi SISKOHAT Gen;2 'yang belum dipahmﬁ,
serta penempatan operator SISKOHAT bukan dari b.ackground IT. Maka
dalam rangka meningkatkan kualitas operator disarankan adanya
pembinaan dan pelatihan operator SISKOHAT khususnya SISKOHAT
Gen-2. 3) Komunikasi antar Organisasi, real time yang selama ini menjadi
icon antara SISKOHAT Gen-2 dan BPS BPIH belum berjalan maksimal,
dengan indikasi masih adanya kesalahan enfry data calon jemaah haji di
BPS BPIH yang masuk dalam darabase SISKOHAT Kabupaten/Kota lain,
maka disarankan agar aplikasi pengembalian data calon jemaah haji yang
masuk dalam database SISKOHAT Gen-2 Kabupaten/kota lain serta
aplikasi pembukaan blokir masa expaired pendaftaran haji untuk dapat
terakomodir dalam aplikasi SISKOHAT Gen-2 Kantor Kementerian
Apama Kabupaten Malinau.

. Dalam rangka penyebaran informasi kepada publik, disarankan agar lebih
mengintensifkan media online seperti Website Ditjen Penyelenggaraan

Haji dan Umrah dengan Situs website http://haji.kemenag.go.id dan media

Sosial yang meliputi: Twitter: @Informasi Haji, Facebook: Informasi

Haji, Youtube: Informasi Haji, serta pemanfaatan aplikasi Haji Pintar, -




228
43360.pdf

sebagai sosialisasi dalam pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten Malinau. Selain itu, Windows Display
Information sebagai media audio visual yang bersifat offline untuk dapat

dikembangkan menjadi media online.
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LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

L.

10.

11.

12,

Apa yang menjadi sasaran  kebijakan  dibangunnya atau
diimplementasikannya SISKOHAT sebagai alat kega pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji?

Apakah Aplikasi SISKOHAT yang ada di Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau dibuat sendiri atau menggunakan: aplikasi yang sudah
ditetapkan oleh Kementerian Agama Pusat? _

Apakah Standar Operasional Prosedur dalam proses pelayanan pendaftaran
haji pada Kankemenag Malinau sangat diperlukan?

Bagaimana pendapat bapak mengenai proses pendaftaran haji yang saat ini
berjalan jika dikaitkan dengan pendaftaran sekali ke bank dan sekali ke
Kankemenag Kabupaten Malinau?

Apakah saudara mengenal apa itu SSTKOHAT?

Apakah SISKOHAT sudah disosialisasikan oleh Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau kepada para calon jemaah haji yang sudah
mendaftar?

Dalam proses pelayanan pendafiaran haji, dapatkah bapak memberikan
gambaran tentang infrastruktur SISKOHAT yang telah diterapkan di
Kementerian Agama Kabupaten Malinau?

. Apa saja dukungan sumberdaya yang ada di Kantor Kementerian

Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan kebijakan SISKOHAT?
Apakah ada kesesuaian antara kemampuan petugas dengan fungsi dan
tugasnya? ”

Motivasi apa saja yang dilakukan untuk menunjang kinerja pegawai
SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau?

Siapa saja yang bertanggung jawab atas peclaksanaan kebijakan
diimplementasikannya SISKOHAT sebagai alat kerja peningkatan kualitas
pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten-Malinau?

Bagaimana sistem manajemen pada pelaksanaan SISKOHAT ini?
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13. Apakah ibu merasa terlayani dengan baik saat melakukan pendaftaran haji
di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau?

14. Apakah implementasi kebijakan SISKOHAT berpengaruh terhadap
kondisi sosial yang berkaitan dengan lingkungan ekonomi masyarakat
Kabupaten Malmnau?

15. Apakah pengoperasian aplikasi SISKOHAT menggunakan petunjuk
khusus dan bagaimana mengatasi masalah teknis di .lapangan‘?

16. Bagaimana sistem proteksf pada aplikasi SISKOHAT?

17. Apakah ada kemudahan ﬁacia Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji
Terpadu saat ini? |

18. Apakah dalam penyampaian informasi, Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, ada mengalami hambatan?

19. Apakah setiap calon jemaah haji yang telah menerima bukti setoran awal
BPIW/nomor validasi dari bank langsung ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau?

20. Apakah ada media lain yang dapat diakses oleh calon jemazh haji dan
publik secara umum?

21. Apa tujuan utama tampilkannya informasi-informasi pada media audio
visual (offfine) di ruang SISKOHAT pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau?
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Lampiran 2 Transkrip Wawancara

HASIL WAWANCARA
I. Implementasi SISKOHAT Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Malinau
NO WAWANCARA JAWABAN Identifikasi

A. Standar da sasaran Kebijakan
1| Apa yang menjadi sasaran | “Kalau yang saya ketahu:( bbﬂ:lk‘;fi
. 2 sasaran ebij
k?_bl-l akan dll?angungya atau dibangunnya/dibentuknya sistem
diimplementasikannya informasi dan komputerisasi  haji

SISKOHAT sebagai alat kerja | terpadu  (siskohat) pada  Kantor
. Kementerian Agama Kab. Malinau

pelayanan penyelenggaraan { .. ,

ibadah haji?- I. Agar calon jamash haji dan

masyarakat dapat memahami

semua kebijakan pemerintah yang

Informan : Ka Kankemenag Malinou :da kaital;nya dengﬁ% a}:lca;rlltﬁi:%rg

. . an penyelenggaraan i idi

Tanggal @ 6Juli2017 Indonesia dan di Atab Saudi,

2. Untuk  memberikan  pelayanan
informasi haji kepada calon jamaah
haji, jamaah haji dan masyarakat
luas.

3. Untuk memberikan  pelayanan
informasi haji kepada masyarakat
secara  professional  sechingga
informasi dapat disampaikan secara
cepat, tepat dan akurat.

4. Untuk meningkatkan wawasan dan
pengetahuan calon jamash haji dan
masyarakat dalam melaksanakan
ibadah haji schingga tercipta jamaah
haji yang berwawasan dan mandiri.

5. Agar calon jamaah haji dan
masyarakat dapat mengakses baik
langsung ataupun tidak langsung
semua datz dan informasi tentang
perhajian.

6. Agar calon jamaah haji dan
masyarakat dapat mengetabui
program atau kegiatan yang sudah
atau akan berlangsung menyangkut
proses persiapan haji di Indonesia
dan di Arab Saudi.

7. Untuk mengadakan pertukaran
berita perhajian  antar Pusat
Informasi haji yang ada di wilayah
kota, wilayah provinsi dan wilayah
informasi pusat.

8. Sebagai bahan pengambil kebijakan
bagi para pimpinan dan sektor
terkait untuk kelancaraan
pembinaan haji
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WAWANCARA

JAWABAN

Identifikasi

Apakah Aplikasi Siskohat yang
ada di Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau
dibuat sendiri atau menggunakan
aplikasi yang sudah ditetapkan
oleh Kementerian Agama Pusat?

Informan : Ka. Kankemenag Malinau
Tanggal : 6Juli2017

“Iya, itu menggunakan aplikasi
yang sudah ada yang diberikan
oleh Kementerian Agama
Pusat. Kementerian Agama
kabupaten dan kota seperti
Kabupaten Malinau ini, sudah
langsung menerima format
seluruhnya dari pusat. Kalau
sekarang kita buka yang
generasi keduanya itu, sudah

ada untuk monitoring _haji |
reguler, di dalam monitoring

tersebut kita dapat melihat

' semua konten aplikasi.

Contohnya seperti daftar nama
siapa saja yang sudah
mendaftar, siapa saja yang akan
berarigkat tahun berjalan dan
tahun berikutnya, siapa saja
yang berhak melunasi pada
tahun berjalan, bahkan nama
yang sudah berangkat pada
tahun-tahun  sebelumnyadapat
dilihat”.

Menurut Bapak apakah Standar
Operasional  Prosedur dalam
proses pelayanan pendaftaran
haji pada Kankemenag Malinau
sangat diperlukan?

Informan : Ka, Kankemenag Malinan
Tanggal :  6Juli2017

“Oh iya, saya yakin bahwa
standar operasional prosedur
sangat diperlukan dalam hal
pelayanan pendaftaran haji. Hal
ini dikarenakan bahwa tujuan
utama  diperlukannya SOP
adalah untuk mempermudah
setiap proses kega dan
meminimalisir adanya
kesalahan dalam setiap
pekerjannya. Seperti Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau memiliki
tyjuan  untuk  menjamin
kelancaran terlaksananya setiap
proses kegiatan penyelenggara
Ibadah Haji dan untuk
membantt °  memudahkan
masyarakat dalam  proses
pendaftaran Ibadah Haji agar
berjalan dengan efektif dan
efesien”.
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WAWANCARA

JAWABAN

Identifikasi

Bagaimana

pendapat  bapak

mengenai proses pendaftaran haji
yang saat ini betjalan dikaitkan

dengan

pendaftaran sekali ke

bank dan sekali ke Kankemenag
Kabupaten Malinau?

Informan

Tanggql

Ka. Kankemenag Malinay
10 Juli 2017

“Sebagaimana dimaklumi
bahwa prosedur pendaftaran
haji yang berjalan sekarang ini
dirasakan oleh masyarakat
sangat rumit sekali dan tidak
efektif. Pendaftar calon haji
harus bolak balik ke BPS
BPIH, Kankemenag
Kabupaten Malinan, BPS
BPIH dan kembali lagi ke
Kankemenag Kabupaten
Malinau. Dan Alhamduli{lah
dengan
penyederhanaan prosedur
sejak pertengahan Tahun 2016
sampai  dengan  sekarang
prosedur pendaftaran haji yang
hanya satu kali ke BPS BPIH
untuk melakukan penyetoran
biaya penyelenggaraan ibadah
haji dan mendapatkan nomor
validasi, selanjutnya menuju
ke Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau untuk
melakukan pendaftaran haji
dan mendapatkan nomor porsi
yang telah cetak melalui
SISKOHAT, maka proses
pelayanan semakin berjalan
lancar saya yakin masyarakat
juga akan menjadi puas”.

. diterapkannya.

Penyeder
hanaan
pendafiar
an  haji
dari 4 kali
bolak
balik
menjadi 2
kali

Apakah saudara mengenal apa itu
SSIKOHAT?

Informan
No. Porst

" Tanggal

Calon Jemaah Haji-1
11 juli 2017

“Iya, menurut informasi bahwa
Siskohat adalah sistem
pendaftaran  haji = secama
online”. Kalau selesai
menabung di  bank kita
langsung ke Kantor kemenag
untuk mendaftar dan langsung
dikirim ke pusat dengan
menggunakan teknologi
informasi kata petugas tempat
kami mendaftar”.

Di ruang
publik
masyarak
at  butuh
informasi
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WAWANCARA

JAWABAN

Identifikasi

Apakah SISKOHAT sudah
disosialisasikan oleh Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau kepada
para calon jemaah haji yang
sudah mendaftar?

Informan : Ka Kankemenag Malinau
Tangeal : 24juli2017

“Iya sudah kami sosialisasikan.
Jemazh  scharusnya ftidak usah
bingung-bingung,  tinggal  buka
website Kementerian Agama, bahkan
ada yang terbaru yaitu dengan
menggunakan “aplikasi haji piotar”,
dan disitu bisa di cek tahun berapa
berangkat dengan  memasukkan
nomor porsi yang telah diberikan,
Untuk  sosialisasi, kita sudah
melakukannya mas, yaitu melalui
website kemenag, brosur-brosur yang
kita sebar ke beberapa tempat seperti
Puskesmas dan BPS BPIH. Hanya
saja terkadang ada jemaah haji yang
belum merasz puas dan ingin
bertanya langsung kepada
Kementerian Agama, atau karena
masih ada jemaah yang belum
mengerti cara menggunakan internet.
Perlu diketahui bahwa para pendaflar
haji rata-rata umumnya adalah
masyarakat petani, pedagang yang
umurnya di atas 30 tahun yang tiap
harinya berkecimpuug di dunmia dan
pekefjaan  yang mereka geluti
Makanya masih banyak jemazh yang
datang ke Kantor Kemenag hanya
untuk mengetahni tzhun  berapa
mercka akan berangkat. Setelah kami
berikan penjelasan dan
petugas/operator memasukkan nomor
porsi pada komponen informasi cek
keberangkatan  pada  Siskohat, dan
melihat takam keberangkatannya baru
mercka merasa puas.”

Dalam  proses  pelayanan
pendaftaran  haji, dapatkah
bapak memberikan gambaran
fentang infrastruktur yang ada
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau?

Informan : Ka. Kankemenag Malinau
Tanggal 1 25juli2017

*“Jadi scbagaimana kita ketahui, ujung
tombak pelayanan pendaftaran haji di
Kabupaten Malinau adalah di Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Malinay, yang saat ini telah memiliki
jaringan online sistem informasi dan
komputerisasi haji terpadu
(SISKOHAT) yang didukung oleh
sumber daya manusia seperti petugas
pelayanan pendaftaran. Dari  sisi
regulasi, acuan kami adalah Undang-
undang Nomor 13 tahun 2008 teatang
penyelenggaraan ibadah haji,
sedangkan pedoman operasionalnya
mengacu kepada pasal-pasal yang
tercantum dalam Kkeputusan Menteri
Agama dan Keputusan Dirjen
Penyelengparaan Haji dan Umrah.
Silahkan nanti berhubungan dengan
Seksi Penyelenggaraan Haji dan
Umrah untuk mendapatkan peraturan-
_peraturan tersebut”,

Dasar
Utama
Peny.
Ibada
Haji: UU
No I3
Tahun
2008
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NO

WAWANCARA

JAWABAN

Identifikasi

Sumber Daya

Informan

Apa saja dukungan sumber
daya yang ada di Kantor
Kementerian Kabupaten
Malinau dalam
mengimplementasikan
kebijakan Sistem Informasi dan
komputerisasi haji  terpadu
(SISKOHAT)?

Ka. Kankemenag
Malinaa

Tanggal 2 Agustus 2017

Y

2)

3)

Manusia
Implementasi
kebijakan tidak  akan
berhasil tanpa adanya
dukungan dari sumber
daya manusia yang cukup
kualitas dan kuantitasnya.
Kualitas sumber daya
manusia berkaitan dengan
keterampilan,  dedikasi,
profesionalitas,
kompetensi di bidangnya,
sedangkan kuatitas
berkaitan dengan jumlah
sumber daya manusia
apakah sudah cukup untuk
melingkupi selurth
kelompok sasaran. Sumber
daya manusia sangat
berpengaruh terhadap
keberhasilan
implementasi, sebab tanpa
sumber daya manusia
yang kehandalan sumber
daya manusia,
implementasi  kebijakan
akan berjalan lJambat.
Fasilitas (acility),
Fasilitas atau sarana dan
prasarana merupakan salah
satu faktor yang
berpengaruh dalam
implementasi  kebijakan.
Pengadaan fasilitas yang
layak, seperti Gedung,
ruangan, dan peralatan
SISKOHAT. jika dilihat
secara fisik peralatan yang
digunakan dalan Sistem
informasi dan
komputerisasi haji terpadu
(siskohat) saya rasa sudah
cukup memadai, dimana
komputer dengan segala
perangkatnya sebagai alat
utama dalam
pengoperasian  pelayanan
kepada calon jemaah haji
telah tersedia dengan baik.
Informasi (Information),
Terkait dengan informasi,

Sumberdaya

(Stafl),

dan |
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juga  menjadi  faktor
penting dalam pelayanan
penyelenggaraan  ibadah
haji, terutama informasi
yang relevan dan cukup
terkait bagaimana
mengimplementasikan

SISKOQHAT sebagai suatu
kebijakan, yang secara
struktural sampai pada

tingkat kantor
Kementerian Agama
. - Kabupaten Malinau.
"Apakah ada kesesuaian antara | “Alhamdulillah, sejak. kami | Prinsip
‘kemampuan petugas dengan | mendaftar haji sampai dengan | pelyanan
fungsi dan tugasnya menurut | keberangkatan ini, pelayanan 52‘5"”""
bapak? yang diberikan oleh petugas bz_'f“"

Informan : CalonHaji—2
No. Porsi  :
Tanggal ¢ 2 Agustus 2017

operator  Siskohat  Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, cukup
dibilang bagus, karena mulai
saya mendaftar saya telah
dibimbing dan diberi informasi

| tentang tahun keberangkatan

saya, schingga saya dapat
mempersiapkan  diri untuk
keberangkatan saya. Petugas
juga selalu  mengingatkan
bahwa untuk memudahkan dan
tidak kaget pada saat pelunasan
saya diminta untuk
menyetorkan tambahan BPIH
saya di rekentng, nah pada saat
pelunasan tidak repot mencari
vang untuk pelunasan karena
sudah cukup apa yang ada
dalam tabungan haji saya, yang
jelas pak, kalauseluruh calon
jemaah haji menerima petugjuk
tersebut saya yakin pelunasan
berjalan lancar”. (Wawancara
dengan Calon jemaah haji 4
pada tanggal 2 Agustus 2017).
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NO WAWANCARA JAWABAN Identifikasi
C. | Komunikasi antar organisasi dan
penguatan aktivitas
1 | Motivasi apa saja yang bapak | “Sejauh ini kami melakukan

lakukan untuk  menunjang
kinerja pegawai SISKOHAT
pada Kantor Kementerian

Agama Kabupaten Malinau?
Informan :  Ka Kankemenag
Malinau
Tanggal ! 2 Agustus 2017

atau  memberi motivasi
kepada karyawan berupa
nasechat bahwa pekerjaan
yvang kita lakukan itu,
bukanlah pekerjaan biasa,
Melainkan pekerjaan
tersebut merupakan
pekerjaan untuk melayani
tamu Allah. Maka bukan
hanya sekedar bekerja,
melainkan kita harus dengan
niat tulus dan ikhlas
melayani agar mendapatkan
pahala atas apa yang kita
lakukan. Kami juga
menyampaikan kepada
karyawan khususnya bagian
yang membidangi pelayanan
seperti pegawai pada seksi
penyelenggara haji dan
umrah, bahwa lakukan
komunikasi yang intens
dengan stakeholders seperti
bank penerima setoran biaya
penyelenggaraan ibadah haji
(BPS BPIH), agar data yang
dimiliki oleg Siskohat sesuai
dengan daftar penabung
pada masing-masing BPS
BPIH”. (wawancara dengan
Kepala kankemenag pada
tanggal 2 Agustus 2017).
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NO WAWANCARA JAWABAN Identifikas
D. | Karakteristik Agen Pelaksana

Siapa saja yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan kebijakan
diimplementasikannya  Siskohat
scbagai alat kerja peningkatan
kualitas pelayanan
penyelenggaraan ibadah haji pada
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau?

Informan : Ka. Kankemenag
Malinan
Tanggal 1 16 Apustus 2017

“Jadi, pada dasamya jika
pertanyaannya seperti itu, maka
tentu yang pertama harus
diketahui bahwa lembaga
pemerintah  yang  diserahi
tanggung jawab dalam

penerapan atau penggunaan
Siskohat adalah Kementerian

Agama, kemudian yang |
menerima amanah  dari |
lembaga tersebut sudah barang |

tentu kepala kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau. Kemudian
adapun pelaksana yang ditujuk
untuk  melaksanakan tugas
penyelenggaraan ibadah haji
sesuai struktur organisasi di
Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, yakni pada
seksi penyelenggaraan ibadah
haji dan umrah”. (Wawancara
dengan Kepala Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau  pada

tanggal 16 Agustus 2017)

Pelaksana
utama
peny.
Ibadah
haji:
Kementeri
an Agama

Bagaimana sistem

manajemen pada

pelaksanaan Siskohat ini?
Informan : Ka. Kankemenag

Malinau
Tanggal : 16 Agustus2017

“Jadi sistem manajemen yang
diterapkan dalam pelaksanaan
siskohat ini kita tidak bisa
terlepasas dari beberapa faktor,
yakni faktor perencanaan,
faktor organisasi dan faktor
pelaksanaan, kemudian dari
segi pengembangan siskohat
pada Kantor Kementerian
Agama Kabupaten Malinau
sendiri meliputi 3 aspek
diantaranya: infrastruktur,
sumberdaya dan informasi”.
(Wawancara dengan Kepala
Kantor kemenag pada tanggal
16 Agustus 2017)

Konsep
SIM
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JAWABAN

Identifikasi

3 | Apakah ibu merasa terlayani
dengan baik melakukan
pendaftaran  haji di  Kantor
Kementerian Agama Kabupaten
Malinau?

Informan :  Calon jemaah haji-3
No.Porsi
Tanggal : 16 Agustus 2017

“Ya, Alhamdulillah, baru saja
saya melakukan pendaftaran haji,
dan saya memperoleh SPPH
namnya serta mendapatkan
informasi bakwa sekitar 11 tahun
lagi saya berangkat haji, dengan
begitu pak saya sudah tahu dan
saya pasti akan siap-siap untuk

menabung sedikit demi sedikit

untuk keperluan saya ini pada
waktu pelunasan. Tapi kata
petugasnya ini hanya perkiraan,
tetapi bagi saya saya sudah
mendapatkan bayangan kapan
saya berangkatnya. Hari ini saya
mendaftar, Insya Allah kalau ada
waktu kesini untuk bertanya, kata
petugasnya siap  memberi
informasi terbaru, jadi kalau
ditanya apakah saya nyaman,
enak, aman ya tenmlah pak,
buktinya kan saya sudah
mendaftar pak”. (Wawancara
dengan calon jemaah haji pada
tanggal 16 Agustus 2017).

Informan :  Calon jemaah haji-4
No. Porsi :
Tanggal 1 31 Agustus 2017

“Sebenarnya persyaratan saya
dengan suami sudah lengkap pak,
cuman saya belum bisa didaftar
karena katanya jaringan tidak
bagus, waktu saya tanya

-| petugasnya kapan saya datang

lagi, katanya belum bisa
memastikan tergantung petugas
dari telkom datang
memperbaikinya pak. Nomor hp
saya sudah diambil dan
dihubungi kalau jaringan sudah
bagus. Kalau soal dilayani, ya
Alhamduliliah, petugasnya
memberi penjelasan  dengan
ramah, sopan dan tidak berbelit-
belit, dan yang membuat saya
senang walau belum di daftar,
katanya sabar ya bu, yang
namanya niat baik itu pasti akan
diberkahi Allah Swt”,
(Wawancara  dengan  calon
pendaftar haji pada tanggal 31
Agustus 2017).
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NO WAWANCARA JAWABAN Identifikasi

E. | Kondisi sosial, ekonomi dan
politik

1) Apakah implementasi | “Entah bagaimana jadinya jika | PM4 No.
kebijakan Siskohat | tak ada perangkat Siskohat | 2%2015
berpengaruh terhadap | dalam menerapkan kebijakan f::’:ga‘i:
kondisi  sosial  yang | pendafiaran haji. Kalau tak ada | pefatsanaa
berkaitan dengan | Siskobat, saya tak bisa | » Siskohat
lingkungan ekonomi | bayangkan, PMA 29/2015 ini

masyarakat Kabupaten
Malinau?

infcmn_an 7: Ka. Kankemenag

Malinau
Tanggal : 28 Agustus 2017

bisa jalan sesuai harapan.
Sebab, tanpa  perangkat
komputer, memangkas
prosedur  pendaftaran  dari
empat kali menjadi dua Kkali,
tentu tidaklah mudah pak, tapi
karena ada kemajuan perangkat
komputer, semuanya mudah

dilaksanakan. Namun
demikian, secanggih-
canggihnya sistem

komputerisasi yang dibuat, tapi
kalau yang duduk di belakang
meja itu, kurang mengikuti
perkembangan teknologi
informasi, maka tidak bisa
jalan. Oleh karena itu, sumber
daya manusia yang kita
tempatkan disana memang
mereka yang memiliki
kapabilitas dibidangnya,
sehingga dalam melakukan
pelayanan lebih terarah dan

tepat sasaran”.(Wawancara
dengan kepala Kantor
Kementerian Agama

Kabupaten Malinau  pada
tanggal 28 Agustus 2017)
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NO WAWANCARA JAWABAN Identifikasi
F. | Disposisi implementor
1 | Apakah pengoperasian | “........ Kalau itu, setahu saya | Masalah
aplikasi SISKOHAT | untuk kelancaran pelaksanaan | ‘efnis
menggunakan petunjuk | dan pengoperasian aplikasi .?SKgﬁf;_t
khusus dan  bagaimana | SISKOHAT maka  Setiap | sime  out
mengatasi masalah teknis di | user/pemakai selalu dibuatkan | saar ensry
lapangan? pedoman kerja berupa petunjuk | data
pada operator SISKOHAT,
Informan : -t Rankemenag yang juga dilengkapi dengan
. mnau
Tanggal : 28 Aghustus 2017 help desk yang dapat
membantu ‘memecahkan
.masalah secara langsung saat
terjadi gangguan teknis (sistem
error) dalam pengoperasian
Siskohat, dan untuk
memperoleh data berkaitan
dengan komponen SISKOHAT
bapak dapat berhubunhan
langsung dengan
operator”.(wawancara dengan
Kelapa Kantor Kementerian
Agama Kab. Malinau pada
tanggal 28 Agustus 2017)
2 | Bagimana sistem proteksi | “Pertanyaan yang menarik | User ID
pada aplikasi SISKOHAT? | sekali pak, jadi begini aplikasi | SISKOH
siskohat itu dilengkapi dengan | AT
fnforman :  Xa. Kankemenag sistem proteksi antara lain: user | hanya
Tanggal : 28 Aghustus2017 ID yang hanya  dapat | untuk
digunakan oleh wuser/pemakai | operator

yang telah terdaftar dalam
jaringan  Siskohat, protekst
operator (user) yaitu setiap
user hanya dapat
mengoperasikan aplikasi
tertentu  yang  disesuaikan
dengan kebutuhan instansi
seperti pada Kantor
Kementerian Agama
Kabupaten Malinau, tentu tidak
semua komponen yang ada
dalam siskohat secara
keseluruhan  dimiliki  oleh
Siskohat Kabupaten Malinau,
akan tetapi diadakan sesuai
kebituhan  pada  tingkat
Kemenag Kabupaten oleh
Kementerian Agama Pusat.
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Nah, adapun bentuk proteksi
lainnya adalah pembatasan
melalui tabel porsi yaitu
pembatasan penggunaan kode
pos harus sesuai dengan asal
wilayah Kabupaten Malinau
dan alamat domisili
calon/jemaah. Oleh karena itu
bentuk proteksi pembatasan

yang sangat ketat tersebut |
merupakan bentuk Kepastian

informasi tentang penyelesaian
administrasi dan dokumen
jemaah, seperti  kepastian
mendapatkan nomor porsi,
mendapatkan  lembar  bukti
setoran lunas BPIH, kepastian
paspor yang sudah diproses
dan kepastian masuk dalam
daftar kloter dan
seterusnya....”(Wawancara

dengan Kepala Kantor
Kemenag  Malinau  pada
tanggal 28 Agustus 2017)

Apakah

ada kemudahan

pada Sistem Informasi dan
Komputerisasi Haji Terpadu

saat ini?

Informan

Tanggal

Operator
SISKOHAT
29 Agustus 2017

¥ e...Dulu sebelum ada
siskohat Gen-2 calon haji bisa
tiba-tiba batal berangkat akibat
sistem yang masih manual,
foto calon haji bisa diganti dan
data bisa diubah Sehingga
calon haji lain tersingkir.
Seiring berjalannya waktu,
Siskohat mampu menjadi urat
nadi yang punya peran dan
fungsi vital, di sistem inilah
sebuah data untuk menunjang
seluruh kegiatan
penyelenggaraan ibadah haji
disimpan dan dikelola, kalau
dulu pak, calon haji bisa
sampai 1 jam menunggu tapi
kalau yang sekarang ini apabila
dokumen persyaratannya sudah
lengkap hanya 10 s/d 15 menit
saja sudah selesai”.(wawancara
dengan operator Siskohat pada
tanggal 29 Agustus 2017).

Siskohat
Gen-2
percepatan
pelayanan
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IL. SISKOHAT dan Prinsip Pelayanan Haji Pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Malinau
NO WAWANCARA JAWABAN ldentifikasi
A. | Optimalisasi Pelayanan
Penyelenggaraan Ibadah Haji pada
Kantor Kementerian Agama Kab.
Malinau
1 | Apakah dalam penyampaian | “Iya betul sckali pak, mengingat | Belum ada
informasi, Kantor | letak  geografis  Kabupaten | BPS  BPIH
kementerian Agama | Malinau yang lumayan jauh dari | berbadan
o ibukota ~ Kalimantan  Utara, | $ari‘ah di
Kabupaten Malinau, ada | PU*012 o, |
‘mengalami hambatan? menjadikan akses _ informasi
vang: sedikit terhambat, serta
Informan Ka Kankesenag pelayanan pendaftaran haji yang.
Malinau agak lamban, kendala utamanya
Tanggal 4 September 2017 adalah belum adanya BPS BPIH
yang berbadan syari'ah,
sehingga SPPH yang diterbitkan
olech Kantor Kementerian
Agama melalui penyelenggara
haji dan umrah, harus dikirim ke

BPS BPIH syari'ah di Tarakan.
Kondisi tersebut secara organ-
isasi membutuhkan satu
dukungan komunikasi dan sis-
tem pelayanan administrasi yang
baik. Sebelum adanya peraturan
yang mewajibkan para calon
jemaah haji mendaftar dan
menyetor BPIH melalui bank
syari'ah.Penyetoran biaya
penyelengparaan  ibadah  haji
(BPIH) dapat dilakukan pada
bank konvensional dan
penerbitan bukti setoran awal
BPIH dilakukan oleh bank

‘| konvensional, yang ditetapkan

sebagai bank tramsito. O iya,
bank trapsito yang ada di
Kabupater Malinau ada 2 pak
yakni BRI KCP Malinau dan
BNI KCPp Malinau”.

-(Wawancara dengan Kepala

Kantor Kementerian Agama
Kab. Malinau pada tanggal 4
September 2017)
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WAWANCARA JAWABAN Identifikasi
NO
B. | Layanan informasi
penyelenggaraan  ibadah
haji secara komprehensif
melalui media informasi
online dan offline pada
Kantor Kementerian
Agama Kabupaten
Malinau.
| Apakah ada media lain | “Tya ada pak, jadi nomor porsi | Penyebaran |
yang dapat diakses oleh | calon jemaah haji yang melakukan | {nformasi:
calon jemaah haji dan | pendaftaran di Kantor Kemenag geﬁm-
publik secara umum? Malinau secara otomatis tersimpan niine
di database sehingga bisa diakses
Informan Operator Siskohat kapan saja melalui tools di website
Tanggal 5 September 2017 http://haji .kemenag.go.id/. Nomor
porsi ini menjadi wating list atau
daftar tunggu yang menjadi acuan
rencana  keberangkatan  haji
termasuk kapan pelunasan dan
kapan keberangkatannya. Selain
itu, ada namanya Facebook,
Tweeter dan Aplikasi Haji Pintar
bagi calon jemaah haji/masyarakat
HP android dapat mengistal
melalui play store, disana ada
menu yang sudah tersedia dan
dapat diakses oleh siapa saja”.
(Wawancara dengan  operator
Siskohat pada tanggal 5 September
2017..)
2| Apa tujuan utama | “Jadi begini pak, tujuan utama di | Media
tampilkannya informasi- | tampilkannya informasi-informasi | formasi
informasi  tersebut  pada | tersebut pada media audio visual | &4sis
media audio visual (offfine) di | adalah untuk memberi ruang | e
ruang Siskohat pada Kantor | kepada calon jemash haji yang |? e{aya"a"
Kementerian Agama | membutubkan informasi terbaru prima
Kabupaten Malinau? dalam masalah perhajian, serta
dalam rangka memberi
Tnforman Operator Siskohat | kenyamanan pada saat proses
Tanggel 5 September 2017 pendaftaran dan pengimputan data

melalui siskohat oleh operator,
maka calon jemaah haji dapat
melihat informasi yang disajikan”.
(Wawancara dengan operator
Siskohat pada tanggal 5 September
2017...)
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Lampiran 3
DATA INFORMAN
Informan Utama dan Pendukung

NO INFORMAN KETERANGAN

1 Ka. Kankemenag Informan

2 | Ka. Seksi Peny. Haji dan Umrah Informan.

3 | Operator SISKOHAT Informan

4 | Calon Jemaah Haji Informan
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Lampiran 4

Data Calon Jemaah Haji
Terdaftar dalam Database SISKOHAT
Berdasarkan Sub Komponen Monitoring Jemaah Tabungan Aktif
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau

Tahun
No 15011 | 2012 | 2013 | 2014 [ 2015 | 2016 | Okt. 2017 | Jumlah

1 | 4 | 104 131 134 | 88 48 | 45 554

Jml|{ 4 104 | 131 | 134 88 48 45 554
Sumber: Database SISKOHAT Kankemenag Kab. Malinau (2017)
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Lampiran §

Data Calon Jemaah Haji
Terdaftar dalam Database SISKOHAT
Berdasarkan Sub Komponen Profil Jemaah Haji Reguler
Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau

Tahun 2011 s/d 2017
No | Kode Daerah Status jemaah Jumlah Presentase
1 2009 Sudah Haji 15. 2,71
2 2009. Belum Haji 539 - - 97,29
- N : 554 '
No| Kode Daerah Jenis Kelamin Jumlah Presentase
1 2009 Laki-Laki 245 44,22
2 2009 Perempuan 309 55,78
554
No | Kode Daerah Range Umur Jumlah Presentase
1 2009 0-20 12 2,17
2 2009 21-30 36 6,50
3 2009 3140 140 25,27
4 2009 41-50 178 25,27
5 2009 . 51-59 104 18,77
6 2009 60-74 80 14,44
7 2009 75 ke atas 4 0,72
554

Sumber: Database SISKOHAT Kankemenag Kab. Malinau (2017)
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Lampiran 6
Data Calon Jemaah Haji
Terdaftar dalam Database SISKOHAT
Berdasarkan Sub Komponen Informasi Waiting List
Provinsi Kalimantan Utara
Tahun Masa Porsi
No Kabupaten/Kota Tunggu Tunggu Akhir
1 Kabupaten Malinau 14495/2028 12 thn | 2000104596
2 | Kabupaten Bulungan 1455/2034 18 thn 20001b4702 |
3 | Kota Tarakan 1457/2036 | - 20 thn | 2000104719
4 | Kabupaten Nunukan 1460/2039 | 23thn { 2000104676
5 | Kabupaten Tanah Tidung 1454/2033 17thn | 2000103636

Sumber: Database SISKOHAT Kankemenag Kab. Malinau (2017)
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Lampiran 7
Data
Calon Jemaah Haji Berdasarkan Database SISKOHAT
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau
(2015, 2016, 2017)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALINAU
Jalan Pusat Pemerintahan Malinau Telp/Fax. (0553) 21716721449
Malinau Kode Pos 77554

2
1R
4%

. DATA CALON JEMAAH HAIl KABUPATEN MALINAU
BERDASARKAN PROFIL JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 2015

A. Pmﬁl Calon Jemaah Haji berdasarkan Pengalaman Haji
Tahun 2015
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 Sudah Haji 0 0,00
2 | Belum Haii 88 100
Jumliah 88 100,00
B. Profil Calon Jemash Haji berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2015
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 | Laki-Laki 40 4545
2 Perempuan 48 54,55
Jumlah 88 100,00
C. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2015
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 | PNS 29 32,95
2 Pegawai Swasta 24 21,27
3 |IRT 30 34,09
4 | Petani/Nelayan 4 4,55
5 | Pelajar/Mahasiswa 1 1,14
6 | TNI/Polri 0 0,00
7 | Peg. BUMN/BUMD 0 0,00
8 Pensiunan 0 0,00
Jumish 88 100,00
. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Pendidikan
Tahun 2015
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 {SD 31 35,23
2 -| SLTP/SMP 10 11,36
3 SLTA/SMA/MA 21 23,86
4 | D3 0 0,00
3 181 19 21,59
6 |82 3 3,41
7 | LAIN-LAIN 4 4,55
Jumlah 88 160,00

255
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E. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2015
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 0-20 0 0,00
2 21-30 7 7,95
3 3140 25 28,41
4 41-50 32 36,36
5 51-59 19 21,59
6 60-74 5 568 |
7 _ 75-ke atas 0,00
Jumlah ' 88 100,00
"F. Profil Calon Jemash Haji bérdasarkan BPS BPIH
Tahun 2015
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
BRI 41 46,59 | TARAKAN
BNI 19 21,59 { MALINAU
3 | BNIS 28 31,82 | KCP TARAKAN
Jumlah 88 100,00

Sumber: Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kab. Molinau, (2015)
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALINAU
Jalan Pusat Pemerintahan Malinau Telp/Fax. (0553) 21718 /21449
Malinau Kode Pos 77554

DATA CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN MALINAU
BERDASARKAN PROFIL JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 2016

A.  Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Pengalaman Haji
Tahun 2016 . .
NO| . NAMAPROFIL _JUMLAH % | KETERANGAN |
1 | Sudah-Haji- 0 0,001 .. - .|
2 | Belum Haji. 45 100
" Jumlah 45 100,00
B. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2016
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
I | Laki-Laki 19 "43,18
2 { Perempuan 25 56,82
Jumiah 44 100,00
C.  Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2016
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 ) PNS 6 13,33
2 | Pegawai Swasta 0 0,00
3 |IRT 19 42,22
4 | Petani/Nelayan 1 2,22
5 | Pelajar/Mahasiswa 5 11,11
6 | TNI/Polri 3 6,67
7 | Peg. BUMN/BUMD Q 0,00
8 | Pensiunan 1 2,22
9 | Swasta 7 15,56
10 | dagang 3 6,67
Jumiah 45 100,00
D.  Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Pendidikan
Tahun 2016
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 |SD 12 26,67
2 | SLTP/SMP 6 13,33
3 | SLTA/SMA/MA 18 40,00
4 |D3 1 2,22
5 |81 6 13.33
6 | S2 2 4.4
7 | LAIN-LAIN 0,00
Jumlish 45 160,60
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E.  Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2016
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 0-20 3 6,67
2 21-30 11 24,44
3 3140 15 33,33
4 41-50 10 2222
5 51-59 3 6,67
6 60-74 3 6,67
7 75- Ke atas 0 0,00 |
Jumlah 45 100,00
F. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan BPS BPIH
Tahun 2016
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 | BRI 15 33,33 | TARAKAN
2 | BNI 24 53,33 | MALINAU
BNIS 6 13,33 | KCP TARAKAN
Jumlah 45 100,00

Sumber: Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau, (2016)

258




43360.pdf

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MALINAU
Jalan Pusat Pemerintahan Malinau Telp/Fax. (0553) 21718121449
Malinau Kode Pos 77554

DATA CALON JEMAAH HAJI KABUPATEN MALINAU
BERDASARKAN FROFIL JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 2017

A. Profil Calon Jemaah Haji be_rdésarkan Péngala‘man Haji
__Tahun 2017 A
'NO |.  NAMA PROFIL JUMLAH. | % KETERANGAN
1 | SudahHaji : 1 2,27 | o
2 | Belum Haji 43 97,73
Jumtlah 44 160,00
B. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2017
NO NAMA PROFIL JUMLAH % .| KETERANGAN
1 | Laki-Laki 22 50,00
2 | Perempuan 22 50,00
Jumlah 44 100,00
C. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Pekerjaan
Tahun 2017
NQ NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 | PNS 6 13,64
2 | Pegawai Swasta 0 0,00
3 |IRT 16 36,36
4 | Petani/Nelayan 2 4,535
5 | Pelajar/Mahasiswa 1 2,27
6 | TNI/Polri 0 0,00
7 | Peg. BUMN/BUMD 0 0,00
8 | Pensiunan 1 2,27
9 | Swasta 12 27,27
10 | dagang 6 13,64
Jumlah 44 100,00
D. Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan Pendidikan
Tahun 2017
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 [8SD 15 34,09
2 | SLTP/SMP 7 15,91
3 | SLTA/SMA/MA 14 31,82
4 (D3 1 2,27
5 | st 6 13,64
6 |82 0 0,00
7 [ LAIN-LAIN 1 2,27
Jumlah 44 100,00
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E.  Profil Calon Jemazh Haji berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2017
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 020 1 2,27
2 21-30 3 6,82
3 3140 12 27,27
4 41-50 16 36,36
5 - 51-59 9 20,45
6 60-74 - '3 6,82
7 ‘75-Keatas " - 0 0,00
Jumlah 44 100,00
F.  Profil Calon Jemaah Haji berdasarkan BPS BPIH
Tahun 2017
NO NAMA PROFIL JUMLAH % KETERANGAN
1 (BRIS 2 4,55 | TARAKAN
2 | BRI 10 22,73 | MALINAU
3 | BNIS 32 72,73 | KCP TARAKAN
Jumiah 44 100,00

Sumber: Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau, (2017)
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Lampiran 10
Data Calon Jemaah Haji
Kabupaten MalinauBerdasarkan Jenis Kelamin dan Umur
Tahun Keberangkatan1438H/2017M
. KJ;'mS. Umur
No Uraian clamin Jml]
L P «20 B8 |so |an | s a4 k:ast;
1 VV-IVem,aah_'Ha]i- 23 12| - } - 7 |21 9 9| 6 |52

Suﬁlber: Seksi PHU Kantor Kementerian Agama Kab. Malinau, {2017)
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Lampiran 11
Jumlah Jemaah Haji Menurut Kecamatan
di KabupatenMalinau, 2017
" Kecamatan '7 . - Jenis Kelamin —
T Laki-laki | - Pérefnpuan | Jumlah
AT 1) @) G O F
010 | Sungai Boh - - 0
020 | Kayan Selatan - - 0
030 | Kayan Hulu - - 0
040 | Kayan Hilir - - 0
050 | Pujungan . - - 0
060 | Bahau hula - - 0
070 | Sungai Tubu - - 0
080 | Malinau selatan Hulu - - 0
090 | Malinau Selatan - - 0
100 | Malinau Selatan Hilir - - 0
110 | Mentarang - - 0
120 | Mentarang Hulu - - 0
130 | Malinau Utara 5 5 10
140 | Malinau Barat - - -
150 | Malinau Kota 17 25 42
Kabupaten Malinau 2017 23 29 52
2016 18 23 41
2015 15 26 41
2014 - - 40
2013 25 25 50
2012 25 - 25 50
2011 27 32 59
Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Malinau, (2017)
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Lampiran 12
Standar Operasional Prosedur Pengembalian Dana
Pembatalan Porsi Haji
Operasional Prosedur Waktu
Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 2 hari
SISKOHAT Pusat 2 hari
Bendahara BPIH | 5 hari
Bank Penerima Setoran-Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ' 2 hari
(BPS-BPIH) - B
' Jumlah ' 11 hari

Sumber: Kantor Kementerian Agama Kab. Malinay, (2017)
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